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ABSTRAK

Nama : Erwin Matondang
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul . Penerapan Asas De Autonomie Van Het Materidle  Strafrecht Untuk

Terminologi Kekayaan Negara Hubungannya Dengan Pembuktian Dan Hasil
Eksekusi Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus PT. Bahana Pembinaan Usaha
Indonesia)

Penelitian ini membahas mengenai penerapan asas De Autonomie Van Het Materiele
Strafrecht untuk kekayaan negara. Karena terminologi mengenai kekayaan negara yang
dipisahkan dan tidak dipisahkan memiliki arti yang berbeda khususnya kekayaan di BUMN,
pembahasan ini harus didukung dengan Asas Systematishe Specialiteit untuk menentukan
undang-undang yang dapat dikenakan terhadap pelaku di BUMN apakah suatu perbuatan
korupsi di BUMN termasuk perbuatan yang dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups Jo Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena perbedaan pengertian terminologi ini
mempengaruhi pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, apakah akan diterapakan undang-
undang korupsi atau undang-undang lain yang memiliki norma yang sama dengan undang-
undang korupsi.

Kata kunci:
Pembuktian Dengan Penerapan Asas De Autonomie Van Het Materiele Strafrecht
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ABSTRACT

Name : Erwin Matondang
Study Programme : Law Study
Title : Application of the Principle of De AutonoenVan Het Strafrecht

Materiele for the Terminology of The State Asset<onnection with
Authentication And The Execution of Corruption (€aStudy: PT.
Bahana Pembinaan Usaha Indonesia)

This study discusses the application of the priecgdf De Autonomie Van Het Strafrecht
Materiele for the country's assets. Because tmeitetogy of state assets when separated and
not separated have different meanings, especiallstate-owned property, this discussion
supported by Systematishe Specialiteit principleetermine whether the laws that imposed
against the offender in the state is an act ofugion in state firms, including actions that
may be imposed by Law No. 31 of 1999 on Corrupfwoadication Jo Law Number 20 Year
2001 on Amendment to Law Number 31 Year 1999 ordiEation of Corruption. Because
these differences of terminology affect the underding of verification in the Criminal
Procedure Code, whether to apply the laws of ctioopor other laws that have the same
norm with the law of corruption.

Key Words:
Verification, Principle of De Autonomie Van Het Strafrecht.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan fenanparsca putusan
Akbar Tandjung karena fakta bahwa dana non nemaxaa( non-comtableadalah
masuk dalam pengertian uang negara. begitu pularéegNo. 16 Tahun 1994 adalah
dalam rangka pelaksanaan dana-dana yang berki@tman APBN, bukan berkaitan
dengan dana non neraca sebagaimana dibenarkamatanaleh putusan Pengadilan
itu sendiri. Kekeliruan menerapkan hukum, khususagtuk membuktikan unsur
delik inti dan uang negara (dalam putusan MahkaAwmg RI No. 572 K/Pid/2003
tanggal 4 Februari 2004 yang kesimpulannya mengatdkenimbang, bahwa
berdasarkan fakta-fakta yang terbukti diatas, milahkamah Agung berkesimpulan
bahwa apa yang dilakukan terdakwa I, yaitu menerttana budgeter sebesar Rp 40
Milyar kemudian diserahkan kepada terdakwa Il urdigunakan dalam pengadaan
dan penyaluran sembako untuk masyarakat miskin, arbukmerupakan
penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarang gda pada terdakwa |
selaku Mensesneg maupun selaku koordinator yan@mgeani program pengadaan
dan penyaluran sembako tersebut, tetapi merupakeatustindakan yang harus
dilakukan oleh seorang Koordinator/Mensesneg dalkeadaan darurat sesuai
dengan kewenangan diskresioner yang ada padanyak untelaksanakan perintah
Presiden sebagai atasannya. Bahwa dalam keadaamrakartentu tidak dapat
diharapkan menempuh prosedur dan cara-cara dalaat&an normal, terlebih pula
penggunaan prosedur dan cara-cara dalam keadaanmabr terlebih pula
penggunaan dapengelolaan Keuangan Negara dalam bentuk dana nardgeter
hanya diatur oleh apa yang disebut “Konvensi”, tidaseperti halnya keuangan
negara dalam bentuk APBN yang penggunaan dan pewjgnnya diatur oleh
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Keppres misalnya untuk pengadaan barang oleh Pasal 21psailengan 30 dalam
Keppres No. 16 Tahun 1999 dan Keppres No. 18 taPd@0 sebagaimana
dikemukakan diatasj® menarik berkaitan dengan penanganamrupsf.
Perkembangan antara hukum administrasi negara,nihyserdata dengan hukum
pidana memasukigrey ared dengan segala teknikalitas kesulitan dengan grose
pemidanaan, bahkan hingga kini menimbulkan perdebdikalangan ahli hukum
pidana. Dalam kerangka hukum administrasi negassanpeter yang membatasi
gerak bebas kewenangan aparatur neghsargtionery powgradalahdetournement
de povouir (penyalahgunaan wewenang) dahus de droit(sewenang-wenang),
sedangkan dalam area hukum pidana pun memiliki Rrataria yang membatasi
gerak bebas kewenangan Aparatur Negara berupa utWederrechtelijkheid
(melawan hukum)” dan “meyalahgunakan kewenangaalam hukum perdata pun
mengenal perbuatan melawan hukuranréchtmatigedaagerbuatan melawan
hukum) dan wanprestasi yang sering kali dipahacarsemenyimpang oleh penegak
hukum. Permasalahannya adalah manakala aparataranegelakukan perbuatan
yang dianggap menyalahgunakan kewenangan dan nrelawam, artinya mana
yang akan dijadikan ujian bagi penyimpangan aperatagara ini, hukum

administrasi negara ataukah hukum pidana, khusysernkara-perkara Tindak Pidana

! Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Repirdiénesia No. 572 K/Pid/2003,
Perkara Pidana Korupsi Atas Nama Ir. Akbar Tand]iwad) 207

2 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasiorddn
InternasionalEd. Revisi, Cet ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008l, 4-5, Kata Korupsi berasal dari
bahasa LatirCorruptio atau Corruptus (Webster Student Dictionary: 1960). Selanjutnysetutkan
bahwacorruption itu berasal pula dari kata asabrrumpere suatu kata latin yang lebih tua. Dari
bahasa Latin itulah turun kebanyak bahasa Eropartseépggris, yaituCorruption, Corrupt, Prancis,
yaitu corruption; dan Belanda, yaitaorruptive (koruptie). Kita dapat memberanikan diri bahwai dar
bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasankesla, yaitu “Korupsi”.

Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, kebwnkkebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap,
tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kau ucapan menghina atau memfitnah seperti
dapat dibaca dalam The Lexicon Webster Dictiondstilah Korupsi yang telah diterima dalam
pembendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimmpuleh Poerwadarminta dalam kamus Umum
Bahasa Indonesia: Korupsi ialah Perbuatan yangkbseperti penggelapan uang, penerimaan uang
sogok dan sebagainya
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Korupsf. Perluasan pengertian sifat melawan hukum matesipressis verbis
merupakan perluasan dari asas legalitas dalam buduHP. Sebelum Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1971 diganti dengan UndangabdgdNomor 31 Tahun
1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tenta@mpberantasan Tindak
Pidana Korupsi, unsur melawan hukum sudah diatcairaeeksplisit dalam Pasal 1
ayat (1) huruf a, sementara dalam Pasal 1 ayaiufLf b tidaK.

Saat ini Pertanggungjawaban pidana pemegang jadatam sistem hukum
Indonesia, terutama kaitannya dengan tindak pi¢anapsi, masih mendua didalam
mengedepankan asas piddrex specialis systemati&ekhususan yang sistematis)
atauLogishe specialitei{fkekhususan yang logrsjerhadapadministratif penal law
dan masih menerapkan Undang-Undang PemberantasalakTiPidana Korupsi
sebagalex Specialiskarena tindak pidana korupsi dipandang sebagaaordinary
crime (kejahatan luar biasapdministratif penal lawtersebut menurut Indriyanto
Seno Adji landasannya adalah asas legalitaslan halitu, guna menghindari
adanya asasConcursus(perbarengan) dan perlu diingat sebagaimana pula bahwa
asas kekhususan yang sistematis sudah menjadi hegiskasi sebagaimana disebut
dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 tahun ®1988g menyatakan, “Bahwa

% Indriyanto Seno AdijiKorupsi Dan Penegakkan Hukum, Cet Kélakarta: Diadit Media,
2009), hal 1-3

* Marwan Effendy, (a)Korupsi Dan PencegaharGet Ke-1, (Jakarta : Timpani, 2010), hal
13-14

® Indriyanto Seno AdjiOp Cit., dalam bukunya Korupsi Dan Penegakkan Hukum, hé} 17
171 Asas Hukum Pidana mengeiaias Lex Speciali@eraturan khusus) yang dinamis dan limitatif
sifatnya terutama (1) untuk menentukan Undang-Ugdéhusus mana yang diberlakukan dan (2)
Ketentuan mana yang diberlakukan dalam suatu Undawi@ng Khusus. Untuk menentukan
ketentuan (pasal) yang akan diberlakukan dalamptundang-undangan Khusus, maka berlaku Asas
Logische SpeciliteifLex Specialis Systematiperaturan khusus yang sistematis) alwgische
specialiteit (kekhususan yang logis) “Marwan Effendy”) atau é#tian khusus yang Logis, artinya
Ketentuan Pidana bersifat khusus, apabila ketanpidana ini selain memuat unsur-unsur lain, juga
memuat semua unsur ketentuan pidana bersifat unMisalnya Pasal 341 KUHP yang harus
diterapkan daripada Pasal 338 KUHP terhadap kasmsb&huhan yang pelakunya seorang Ibu
terhadap anaknya atau Pasal 12 B UU Nomor 20 T2a80h adalah yang diterapkan daripada Pasal 5
ayat (1) a UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahamb. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

® Indonesia, (a)Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidasrapsi UU No. 3
Tahun 1971, LN No. 19 Tahun 1971, TLN No. 2958 dPasayat (1) huruf a
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setiap orang setiap orang yang melanggar keterltimmtang-Undang yang secara
tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap katenotdang-undang tersebut
sebagai tindak pidana Korupsi berlaku ketentuary yhatur dalam Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Pasal 1 @yahuruf a
menyatakan WBarangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuata
memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau su8adan, yang secara langsung
atau tidak langsung merugikan keuangan negara dao @erekonomian negara,
atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwebypatan tersebuimerugikan
keuangan negara atau perekonomian negdiaapakah yang dimaksud dengan
merugikan keuangan negara? Hal ini dijelaskan dabagian penjelasan bahwa
“Keuangan negara seperti yang dimaksud oleh Undadgng ini meliputi juga
keuangan daerah atau suatu badan/badan hukum yeanggumakan modal atau
kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyard&agan dana-dana yang
diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentirggssial, kemanusiaan dan lain-
lain. Tidak termasuk "keuangan negara" dalam undextgng ini ialah keuangan
dari badan/badan hukum yamsgluruhnya modal diperoleh dari swasta misalnya
P.T., Firma, C.V. dan lain-lain.” Sedangkan dalamd&hg-Undang Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korugsi Raayat (1) Setiap orang
yang secara melawan hukum melakukan perbuatan nikaygediri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi yandgpat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negaradipidana dengan pidana penjara seumur hidup gialana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paliagé 20 (puluh) tahun dan denda
paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus jutapnd paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu milya).didalam bagian penjelasan tidak dijelaskan apa

yang dimaksud keuangan negara, melainkan hanyaelaskan frase kata “dapat”

”Marwan EffendyOp. Cit.,hal 161

¥ Indonesia, (b)Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidaragsi UU No.
31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874
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dalam undang-undang ini yaitu adalah tindak pid&wmaupsi merupakan delik

Formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukupg# dipenuhinya unsur-unsur
perbuatan yang sudah dirumuskan bukan timbulnydagkibagian ini tidak

menjelaskan secara rinci apakah keuangan negamunnalalam alinea ke 4
penjelasan umum Undang-Undang ini mengatak&euéngan Negara yang
dimaksud (undang-undang 31 Tahun 1999 Tentang Femtbsan Tindak Pidana

Korupsi) adalah seluruh kekayaan negara dalam Herspapun, yang dipisahkan
atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segadgidn kekayaan negara dan
segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertarggawaban pejabat
lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerabh;

b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertarggwaban Badan
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayashadan hukum, dan
perusahan yang menyertakan modal negara, atau pbaa yang
menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan pergenglengan Negara.”
Pengertian tentang Keuangan Negara ini pun semadéinas bahkan undang-

undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemefi&sangan Pasal 1 angka 7
menyebutkan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban raegang
dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatk barupa uang maupun berupa
barang yang dapat dijadikan milik negara berhubutengan pelaksanaan hak dan
kewajiban tersebut’ Dalam dalam Pasal 6 menyebutk&PK bertugas memeriksa
pengelolaan dan tanggung jaw&buangan negarayang dilakukan oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainngakBndonesia, Badan Usaha
Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Mi&erah, dan lembaga
atau badan lain yang mengelola keuangan negHtadan dijelaskan dalam

penjelasan tentang keuangan negafanty dimaksud dengan "keuangan negara”

° Indonesia, (c), Undang-Undang Tentang Badan P&szeieuangan, UU No. 15 Tahun
2006, LN No. 85 Tahun 2006, Pasal 1 angka 7

10 |bid, Pasal 6
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meliputi semua unsur keuangan negara sebagaimanaakdiud dalam undang-
undang yang mengatur tentang keuangan negara. Wangksud dengan "lembaga
atau badan lain” antara lain: badan hukum milik reeg, yayasan yang mendapat
fasilitas negara, komisi-komisi yang dibentuk dengmdang-undangdan badan
swasta yang menerima dan/atau mengelola uang negdfaMenurut Prof. Dr.
Arifin  Soeria Atmadja, S.H kewenangan BPK-RI yangmikian luas ini
memperlihatkan bahwa kita tidak lagi mengenal a@mentang sistematika hukum
yang berlaku Universal dalam kaitan negara, daetah,perusahaan sebagai subjek
hukum yang mandiri, dimana hukum dan landasan @t perundang-
undanganyang berlaku bagi masing-masing badan hiérsabut dibedakan secara
tajam’® Mungkin Perbuatan Tindak Pidana Korupsi seseomai@m perseroan
terbatas (persero), yang sahamnya antara lainikim#gara berarti secara formal
melawan hukum dan memperkaya diri, orang lain, atsatu badan. Akan tetapi,
perbuatan tersebut secara materiil tidak merugkearangan negara, karena posisi
dan status badan hukum keuangan negara dalam qaersezrsebut bukan lagi
merupakan keuangan negara, melainkan keuangan balllan hukum lain yang
berstatus perseroan (persero) tersebut, dimanarip¢ahe sebagai pemilik saham
mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan pesatiikm swasta lainnya.
Kedudukan hukum negara ketika naemisahkarkekayaanya pada BUMN
atau persero masih dalam kedudukan yuridis selsatigek hukum publik, karena ia
sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nd@ofahun 2003 yang
mengatakan sebagai berikutsetiap penyertaan modal negara dalam rangka
pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang danabgaasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan denganatdean Pemerintah.”

1 Ibid., penjelasan Pasal 6 ayat (1)

12 Arifin Soeria Atmadja,Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum Teori, Pilgktian
Kritik, Ed 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal 111

13 |pid., hal 119

4 Indonesia, (d)Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negdd& No. 19 Tahun
2003, LN 70 Tahun 2003, TLN No. 4297, Pasal 4 &yt
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Pemerintah hanya dapat ditetapkan oleh negara aebadgan hukum publik yang
tidak memiliki oleh negara dalam statusnya sebaghjek hukum privat. Hal yang
sama terjadi pula ketika daerah mengeluarkan RaratDaerah (PERDA) untuk
memisahkan kekayaannya menjadi modal dalam rangkaligpan BUMD atau
perseroan terbatas yang dananya berasal dari Aargg2endapatan dan Belanja
Daerah (APBD). Adapun pengertian memisahkan kekayaegara berdasarkan
penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No. 19 Tahun 20@Bhdsebagai berikutYang
dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekay&gara dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan pgag@ modal negara pada
BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaamzak lagi didasarkan pada
sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, nampembinaan dan
pengelolaanya didasarkan pada prinsip-prinsip pehman yang sehat'®
Ketentuan diatas diperkuat lagi dengan dikeluarkartfatwa Mahkamah Agung
No. WKMA/Yud/20/V111/2006, yang pada intinya mengacu pada penjelasan Pasal 4
ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003, mengatakan bahwargan BUMN (persero)
bukan l,agi merupakan keuangan negara, sehinggagejpdman dan
pertanggungjawabannya tidak lagi pada sistem APBN.

Bukan saja darbestanddel delic{delik inti) yang menjadi permasalahan,
polemik terjadi pada tataran implementatif mengemakna “Keuangan Negara’
dengan status “BUMN” dalam kaitannnya dengan pem@ganp‘Keuangan Negara”.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang KeuaNga@ara, khususnya ruang
lingkup keuangan negara Pasal 2 yang ternyataaseg@ngan penjelasan umum UU
No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupdingga keuangan negara
memiliki makna yang ekstensif meliputi kekayaanaragyang dipisahkan maupun
yang tidak dipisahkan. Dalam pengertian ini kekgeansatu rupiahpun, akan berarti
uang negara akan berkurang dan dianggap merugédgaray sehingga sifatnya masih
berada pada ranah hukum pidana. Namun pemaknaamnasmmtrario muncul

15 Ibid., Pasal 4 ayat (1)

16 Arifin Soeria AtmadjaOp Ci.t, hal xv-xvi
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manakala UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usahk Negara menegaskan
bahwa Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah Kakadyagara yang berasal dari
APBN untuk dijadikan penyertaan modal Negara pagtagro dan/atau perum serta
perseroan terbatas lainnya. Bahkan Pasal 11 UU®N®ahun 2003 memiliki makna
tegas bahwa pengelolaan yang ditentukan dalam UUIN@mhun 1995 Tentang
Perseroan Terbatds sehingga harus diartikan bahwa Persero, Perumlaiamya
tunduk pada undang-undang perseroan terbatas gamgduk dalam ranah hukum
perdata. Jadi, memang untuk menentukan ada atuadhnya Kerugian Negara ini
sangat tergantung dengan pemaknaan kekayaan nggagaterpisah atau tidak
terpisah, yang akhirnya akan menentukan drekum perdata ataukah area
hukum pidana sebagai indikator Kerugian Negdfa.

Dengan pengertian yang berbeda dari beberapa pmraitang memuat
tentang pengertian terminologi keuangan negara nyang akan diterapkan oleh
penuntut umum untuk menuntut pelaku korupsi di BUMMengapa hal ini
diperlukan karena Undang-Undang Nomor 19 tahur8 Zsal 1 berbunyBadan
Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMidalah badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oledgara melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan negargy dipisahkan.”Dan pasal 11
berbunyi “Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan gpiprinsip yang
berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana didalam Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbataddmun pengertian Undang-Undang 31
Tahun 1999adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apayamg dipisahkan
atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segadgidn kekayaan negara dan
segala hak dan kewajiban yang timbul karena
a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pegtargy jawaban pejabat

lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerabh;

" Indonesia, (e), Undang-Undang Tentang Perseroapafs, UU No. 1 Tahun 1995, LN
No. 13 Tahun 1995, TLN No. 3587

18 Indriyanto Send\dji, Op Cit.,hal 32-33
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b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pegtargjawaban Badan
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasdadan hukum,
dan perusahan yang menyertakan modal negara, atmusphaan yang
menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan pergenglengan Negara.”

karena hal ini akan mempengaruhi penuntututan pknaioudi persidangan. yang

juga akan berpengaruh pada putusan dalam pengalditaakan menentukan proses
eksekusi aset dari BUMN tersebut kepada negara lmgaimanakah Fatwa

Mahkamah Agung akan memepengaruhi pengembalianddsetnakan perbedaan

pendapat terminologi ini.

1.2 Pokok Permasalahan
1. Bagaimana Jaksa Penuntut Umum menerapkan unsugikermegara
dalam tindak pidana korupsi di BUMN?
2. Bagaimana Pembuktian unsur kerugian tindak pidanapisi di BUMN?

1.3.Tujuan Penulisan
Dalam Penulisan dari Penelitian ini, bertujuan nagndasar apakah secara Teori
dan asas-asas dalam hukum pidana mampu memisabéara gelas ruang lingkup
hukum pidana dan hukum perdata dalam perbuatamp&ioyang dilakukan di BUMN
terkait unsur terminologi kerugian negara (yangag&m atau seluruh modalnya
dimiliki oleh negara dalam penelitian ini adalalu@tKasus PT. Bahana Pembinaan
Usaha Indonesia), dan bagaimana pembuktian pemgdentang kekayaan negara
yang diatur dalam undang-undang tentang Pembesnt@imdak Pidana Korupsi
(UU Nomor 3 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 31 hath@99 jo Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2001) yang telah memagugy areadan berbenturan
dengan cabang lImu hukum lainnya. Sehingga tujaanpeénelitian ini adalah :
1. Menjelaskan apakah Terhadap suatu Terminologi hukada suatu
harmonisasi dalam hukum pidana, hukum perdatacalang hukum lainnya,
dan dimana ruang lingkup hukum pidana apabiladedesharmonisasi dalam

dengan cabang ilmu hukum lainnya
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2. Menjelaskan bagaimana melakukan penerajsas De Autonomie Van Het
Materiel Strafrechtdalam kasus konkrit hukum pidana (Kasus Korupsi PT.
Bahana Pembinaan Usaha Indonesia), khususnya tipahna korupsi,
apabila terjadi suatgrey areaantara hukum pidana dengan cabang ilmu

hukum lainya terutama dalam pengertian-pengertiag yoerbeda.

1.4.Definisi Operasional
Agar penelitian ini lebih mudah dipahami, berikui idijelaskan
beberapa istilah yang dipergunakan, sebagai berikut

1. Badan Hukum adalah suatu perkumpulan atau lembaga y
dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentuba§ei
subyek hukum badan hukum mempunyai syarat-syarag telah
ditentukan oleh hukum yaitu: (Teori Kekayaan besdnj)
a. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan ateygoya
b. Hak dan Kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan

kewajiban para anggotannya

Badan Hukum Publik personne morale yang mempunyai
kewenangan mengeluarkan kebijakan public, baik yaeggikat
umum atau algemeen bindend (misalnya undang-undang
perpajakan) dan tidak mengikat umum (misalnya ugdardang
APBN)
Badan Hukum Perdata/Privapefsonne juridique yang tidak
mempunyai kewenangan mengeluarkan kebijakan pujdikg
bersifat mengikat masyarakat umdm.

2. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya diseBUMMN,

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian rhedainya

19 Arifin Soeria AtmadjaQp. Cit.,hal 93
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dimiliki oleh negara melalui penyertaaan secaraydang yang
berasal dari kekayaan negara yang dipisattkan

3. Systematische Specialitdietentuan pidana yang bersifat khusus
apabila pembentuk undang-undang memang bermakstuk un
memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebadai ketentuan
pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersiiatsus dari
khusus yang telah ada.

4. Melawan Hukum bertentangan dengan ketelitian yaagtgs
dalam pergaulan masyarakat mengenai barang oramatiau ;
bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan dengdang-
undanag ; Tanpa hak atau wewenang sendiri; bentgatadengan
hak orang lain; bertentangan dengan hukum oby&ktif

5. Keuangan Negara Semua hak dan kewajiban negara dapag
dinilai dengan uang, serta segala sesuatu bailpaerang maupun
berupa barang yang dapat dijadikan milik negara gaen
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. (PasajkbdnUndang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara)

1.5.Metode Penelitian
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiatgydidasarkan

pada metod&? sistematik&> dan pemikiran yang konsistéhyang bertujuan

% Indonesia, (d)Op. Cit., Pasal 1 angka (1)
2 |ndriyanto Seno AdjiQp. Cit, hal 171

22 yvan BemmelenHukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umunet Ge-2,
Diterjemahkan Oleh Hasnan(Bandung:Bina Cipta, 1987), hal 149

% Indonesia, (f)Undang-Undang Tentang Keuangan Negatd) No. 17 Tahun 2003, LN
No. 47 Tahun 2003, TLN No. 4286, Pasal 1 angka (1)

% Sri Mamudii, et. al., Metodologis adalah suatu gi¢ian dilakukan dengan mengikuti
metode atau tatacara tertenMetode Penelitian dan Penulisan Huku@akarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 2
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untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hulartentu, dengan jalan
menganalisisnya. Tahap awal yang dilakukan penddiem melakukan
penelitian hukum adalah mencari tema penelitiangyaidapatkan dari
masalah-masalah hukum yang terjadi.

Dalam penelitian ini penulis mengangkat tema tamptBindak Pidana
Korupsi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik NeggPT. Bahana
Pembinaan Usaha Indonesia) sebagai subyek hukumn ditakukan oleh
pejabat dari Badan Usaha Milik Negara. Tema tetsg@emeliti berusaha
mencari masalah-masalah hukum yang berkaitan deéegentersebut. Dalam
mencari masalah-masalah hukum yang berkaitan defigagiek Pidana
Korupsi, penelitian hukum dilakukan dengan caraehgmahan pustaka atau
data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitiamatid atau penelitian
hukum kepustakaan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam peneitiapenulis
berusaha memberikan gambaran serta analisis tgrh@das Tindak Pidana
Korupsi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negdari aspek hukum
pidana khususnya aspek hukum pidana korupsi yangjadiegrey area
dengan aspek hukum administrasi dan aspek hukundaf@er untuk
memberikan arahan yang Konsisten, maka penelitasaeperlu membatasi
ruang lingkup objek yang diteliti, sehingga pemnelgpat fokus pada objek
yang penelitian tersebut.

Peneliti memilih metode penelitian hukum normatduakepustakaan
sebagai metode yang dipergunakan dalam melakukalijen. Berdasarkan
metode penelitian hukum normatif yang dipilih pémnelini sangat
mempengaruhi tipe penelitian yang dilakukan, jetésa yang diperlukan,
serta alat pengumpul data yang dipergunakan. Ddutssifatnya, penelitian
ini bersifat normatif. Sebagai salah satu metodeikumendalami tema ini

% |bid., Sistematis adalah adanya langkah-langkah atau @ahapng diikuti dalam
melakukan penelitian.

% |bid., Konsisten berarti penelitian dilakukan secaraaas.
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lebih lanjut maka penulis mengangkat Kasus korypeg telah memperoleh
kekuatan hukum tetap yang ada dalam Badan Usahla NBlgara yaitu PT.
Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang dilakukdnsalah satu Pejabat
yang berwenang dalam PT. Bahana Pembinaan Usalwmelsid sebagai
bahan analisis kasus berdasarkan kasus terselwittipmencari, menemukan,
dan mengumpulkan fakta-fakta yang berhubungan dengaitusan
Mahkamah Agung dengan nomor perkara 434 K/Pid/Z®@Bgolahan dan
analisis data dilakukan dengan pendekatan kuélitBtata yang didapat oleh
penulis disajikan dalam bentuk normatif. Dari fakdkta tersebut, peneliti
memaparkan dan menjelaskannya dengan mengkaitkea-fékta yang
ditemukan dengan Asas-Asas Hukum Pidana, Doktrirta s€eraturan
perundang-undangan dibidang hukum Administrasi redaukum perdata,
dan Hukum pidana.

Dalam penelitian hukum normatif yang dilakukanhopeeneliti, jenis
data yang paling utama digunakan oleh penelitladddata sekunder yaitu
berbagai bahan pustaka. Bahan pustaka dilihat ldaagori displin ilmu
hukum terbagi menjadi tiga bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer Bahan hukum primer yang digunakeah penulis
terdiri dari beberapa peraturan perundang-undayaag terkait.

2. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder yanghakga oleh
penulis terdiri dari buku-buku hukum, jurnal-jurnakum, skripsi, dan
lain-lain.

3. Bahan hukum tertier Bahan hukum tertier yang didgan oleh penulis
berupa kamus, seperti Black's Law Dictionary damambahan diluar
bidang hukum, seperti buku-buku ekonomi dan bukkubpengadaan
barang dan jasa pemerintah.

Namun, data primer yang digunakan penulis bukarnupadan data
paling utama dalam melakukan penelitian. Data priyaag digunakan hanya
sebagai pelengkap data sekunder. Oleh kareneeltdasarkan jenis data yang
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dipergunakan, maka alat pengumpulan data yang glipekan dalam

penelitian ini berupa studi dokumen

1.6.Sistimatika Penulisan

Bab 1 merupakan Pendahuluan. Dalam bab ini berisi memegktara
belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitiaripaeepenelitian,
definisi operasional, sistematika penulisan yangupekan ulasan
singkat mengenai isi skripsi.

Bab 2 Tinjauan Umum mengenahsas De Autonomie Van Het Materiel
Strafrecht, Asas Sistimatishe SpecialiteitPengertian Tindak Pidana
Korupsi (Asas Legalitas, Peristiwa Pidana, Perbuakdelawan
Hukum), Pengertian Badan Hukum, Pembuktian.

Bab 3 Pengertian Tentang Kekayaan Negara : Undang-Unéorgor 17
Tahun 2003, Undang-Undang 1 Tahun 2004 TentangeRedharaan
Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 TentengeRksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negaranght¢hdang
Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Badan Pemeriksaan Iganan
Negara.

Bab 4 Analisis Kasus Penerapafisas De Autonomie Van Het Materiel
StrafrechtPada PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Bab 5 Penutup Kesimpulan, Saran
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BAB 2
TINJAUAN UMUM ASAS DE AUTONOMIE VAN HET MATERIEL
STRAFRECHT

2.1. PengertianAsas De Autonomie Van Het Materiel Strafrecht

Doktrin yang di kemukakan Prof. Mr. H.A Demeersenmemtang kajian De
Autonomie Van Het Materiele Starfrecht(Otonomi dari hukum pidana materiel).
Intinya mempertanyakan apakah ada harmoni dan rdisimsasi antara pengertian
yang sama antara hukum pidana, khususnya dengamhpé&rdata dan hukum tata
usaha negara, sebagai suatu cabang hukum lainnigni @kan diupayakan
keterkaitan pengertian yang sama bunyinya antdrancpilmu hukum pidana dengan
cabang ilmu hukum lainnya.

Apakah yang dimaksud dengan disharmonisasi daldrhahadimana kita
memberikan pengertian dalam undang-undang hukunanpiddengan isi lain
mengenai pengertian yang sama bunyinya dalam calbakgm lain ataupun
dikesampingkan teori, fiksi, dan konstruksi dalaengrapan hukum pidana pada
cabang hukum lain. Kesimpulannya dikatakzahwa mengenai perkataan yang
sama, Hukum Pidana mempunyai otonomi untuk memberikn pengertian yang
berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabanilmu hukum lainnya,
akan tetapi jika hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan
pengertian yang terdapat cabang hukum lainny&’ Kenapa hukum pidana harus
memiliki otonomi dalam menentukan pengertian unibwkyi yang sama dengan

cabang hukum lainnya ? Kita dapat melihat dari senuhukum pidana yang telah

2" |ndriyanto Seno AdjiOp. Cit., hal 12

Universitas Indonesia

Penerapan asas ..., Erwin Matondang, FH Ul, 2011



16

dibuat oleh Profesor Doktor W.L.G. Lemaire yanghoeryi antara lain sebagai
berikut:
“Het strafrecht is samengesteld uit die normen walkeboden en verboeden
bevatten en waaran (door de wetgever) als sandtaf d.i. een bijzonder
leed, is gekoppeld. Men kan dus ook zeggen dasthetecht het normen
stelsel is, dat bepaalt op welke gedraggingen (doémiet-doen waar
handelen verplicht is) en onder welke omstandighdaet recht met straf
reageert en waaruit deze straf besta&t ”
Yang artinya : Hukum Pidana itu terdiri dari norma-norma yang lsri
keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang h(opembentuk undang-
undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi betugauman, yakni penderitaan
yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat judaatdkan, bahwa hukum
pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yar@pentukan terhadap
tindakan-tindakan mana (hal melakukan sesuatu di@dak melakukan sesuatu
dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukamasesdan dalam keadaan-
keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan,tasdrukuman yang
bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan ters&?® Yang dimaksudkan
oleh Profesor Lemaire itu adalah hukum pidana mater
Sedangkan Profesor Mr. W.F.C. van Hattum telah meskan hukum
pidana positif sebagai berikut :
“het samenstel van de beginselen en regelen, widtk&taat of eenige andere
openbare rechtgemeeschap volgt, in zoover hij @sdhaver der openbare
rechtsorde, onrecht verbiedt en aan zijner voorstdm voor den overtreder een
bijzonder leed als straf verbindt®
Yang artinya:suatu keseluruhan asas-asas dan peraturan-peratyeany diikuti
oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum laindynana mereka itu
sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum tetearang dilakukannya

tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum datah mengaitkan

%8 p_A.F. Lamintang, (a)pasar-Dasar Hukum PidanaCet Ke-3, (Bandung : PT. Citra
Aditya Bakti, 1997), hal 2

29 bid., hal 2

*1bid., hal 2
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pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengaatu penderitaan yang
bersifat khusus berupa hukumianSedangkan Profesor Simons berpendapat
hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum piddatam arti objektif atau
strafrecht in objective zidan hukum pidana dalam arti subjektif asénafrecht in
subjective zin,hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pa&aang
berlaku, atau yang juga disebut hukum positif @ataypoenaleyang dirumuskan:
“het geheel van verboeden en geboden, aan welkentreding door de Staat of
eenige andere openbare rechtgemenschaap voor derrexer een bijzonder
leed “straf” verbonden is, van de voor-schriftergat welkede voorwaarden voor
dit rechtgevolg worden aangewezen, en van de begml, krachtens welke de
straf wordt opgelegd en toegepast.”

Yang artinya : “Keseluruhan dari larangan-larangam keharusan-keharusan,
yang atas pelanggarnya oleh negara atau oleh suadyarakat umum lainnya
telah dikaitkan dengan suatu penderitaan khususpbesuatu hukuman, dan
keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana sggeait mengenai akibat
hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari pesatperaturan yang mengatur
masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumatngandir?®.” Sedangkan
dalam arti subyektif itu mempunyai dua pengertjeitu :

a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untulgnugum yakni hak
yang telah mereka peroleh dari peraturan-peratyaag telah ditentukan
oleh hukum pidana dalam arti objektif;

b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran teghgueraturan-
peraturannya dengan hukum.

Hukum pidana pada pokoknya tidak memuat kaidah. ddamkum pidana
tidak mengadakan kewajiban hukum yang baru. Kalgatlah yang telah ada
dibagian-bagian lain dari hukum (hukum privat, huktata usaha negara, hukum
perburuhan, hukum pajak, dan sebagainya) diperkamardengan ancaman
hukuman atau dengan menjatuhkan hukuman. Dengark&#d lain kewajiban-

kewajiban hukum yang telah ada dibagian-bagiandam hukum itu ditegaskan

%1 bid., hal 2-3
32 bid., hal 3

*Ibid., hal 3-4
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dengan suatu paksaan istimewa, yakni suatu paksasm lebih keras daripada
paksaan-paksaan yang ada dibagian-bagian lainhdéaam tersebut. Hukum
pidana memberi suatu sanksi istimewa atas baikhgglan kaidah hukum privat
maupun atas pelanggaran kaidah hukum publik yalaty teda. Hukum pidana
melindungi baik kepentingan yang diselenggarakam g@eraturan hukum privat
maupun kepentingan yang diselenggarakan hukum koulblukum pidana
melindungi kepentingan kedua macam itu dengan mamiawatu sanksi
istimewa. Sanksi ini perlu oleh karena kadang-kgdperlu diadakan tindakan
pemerintah yang lebih keras daripada sanksi-saydsy ada dalam, misalnya
hukum privat dan yang merupakan sanksi-sanksi saga Contoh : Pasal 570
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat suatuakay@ing mengatur dan
melindungi hak milik atas suatu benda (barang)afietialam hal benda yang
telah menjadi milik seseorang diambil dengan septaim dengan tiada izin dari
orang yang telah miliknya itu (pencurian), sudahtutah hak milik atas benda
tersebut kurang terlindung dari sanksi-sanksi yiaznguat dalam Pasal 570, 574-
583 dan 1977 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukumd&er sendiff.
Sedangkan tujuan pada umumnya adalah untuk melgndiepentingan
perseoranganr(dividu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi keygant:
kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbaygag serasi dari
kejahatan/tindakan tercela disatu fihak dan dandakan penguasa yang
sewenang-wenang dilain fihdk.

Untuk itu Keberadaan asas-asas hukum didalam sigdang hukum sangat
penting mengingat asas-asas hukum inilah yang whetigsar dan pedoman bagi
perkembangan setiap bidang hukum agar tidak memnmpDidalam hukum
pidana sendiri keberadaan asas hukum ini ditegas&bagai suatu upaya agar
peradilan pidana dibatasi kesewenang-wenanganrngandaenentukan ada atau
tidaknya perbuatan yang dilarang. Roeslan salehegaskan tujuan utama dari

3% E Utrecht,Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana |, Cet Ke®@andung : Penerbitan
Universitas, 1960), hal 64-65

% E.Y. Kanter, S.H Dan S.R. Sianturi, S.lAsas-Asas Hukum Pidana DI Indonesia
Dan PenerapannygJakarta : Alumni AHM-PTHM, 1982), hal 55
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asas hukum ini untuk “mengnormakan pengawasan hddam pidan¥®” itu
sendiri agar jangan sampai disalahgunakan oleh masie (pengadilan) yang
berkuasa. Dari sini timbulah asas-asas hukum pidaparti legalitas (yang akan
dibahas pada sub Bab 2 ini) yang menghendaki tdizk perbuatan yang dapat
dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundadgngan pidana yang ada
sebelum perbuatan itu dilakukan, asas kesamaan,gheedaki adanya
penghapusan diskriminasi proses peradilan, asassidsafitas, asas
proporsionalitas dan publisifds Asas legalitas didalam hukum pidana begitu
sentral dan begitu penting mengingat asas ini depjatu pertama dari hukum
pidana untuk menentukan ada atau tidaknya suatougin pidana sekaligus
pertanggung jawaban bagi pelanggarniiat legaliteitbeginsel is een van de
meest fundamentale beginselen van het strafi@d#s legalitas adalah asas yang
sangat fundamental dalam hukum pidana). Menurut Bammelen mengutip
pendapat dari Van Feuerbach yang menyatakan:
1. Setiap penggunaan pidana hanya dapat dilakukanasemichn hukum
pidana fulla poena sine lege
2. Penggunaan pidana hanya mungkin dilakukan jikadeperbuatan yang
diancam pidana oleh undang-undangllia poena sine criminge
3. Perbuatan yang diancam dengan pidana menurut wohaiEng
membawa akibat hukum bahwa pidana yang diancamlen undang-
undang yang diancamkanu(lum crimen sine poena legifl.
Sedangkan diketahui, bahwa syarat pemidanaan Bkharuslemenuhi
kriteria adanya :
a. Actus Reusberupa : kesalahansghuld dan melawan hukum
(wederrchtelijke
b. Mens reaberupa : perbuatan tersebut dapat dipertangguagjeam
secara pidana.

% Roeslan SalehBeberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspefifkarta :
Aksara baru, 1981), hal 14

37 Hwian Cristianto,Pembaharuan Makna Asas Legalitg®i Dalam Jurnal Hukum &
Pembangunan, Tahun Ke-39, No.3, Juli-SeptembedaB®&enerbit FHUI Depok, 2009), hal 347

% van BemmelenQp. Cit., hal 51-52
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Dengan melihat dari pengertian dan tujuan hukunammdmaka AsabBe
Autonomie Van Het Materiele Strafrechérus diterapkan terhadap pengertian
yang sama antara hukum pidana, khususnya dengammhp&rdata dan hukum
tata usaha negara, sebagai suatu cabang hukumngdaidgar asas legalitas yang
merupakan hal fundamental dalam hukum pidana tetgaga dalam menjaga
kepastian hukum yang termuat dalam tujuan hukuraraid

Agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan, sgpealnya penerapan
undang-undang tindak pidana korupsi terhadaministratif Penal Lawyang
seharusnya hanya dijerat dengan undang-undang pg&kokendiri, karena
dilihatnya sudah mengatur tentang sanksi pidamadap pelanggarnya. Sehingga
dapat diberlakukan Asas Systematische Specialitetau dengan kata lain
Logische Specialiteihal ini penting, Kaitannya tindak pidana korupsiasim
mendua didalam mengedepankan asas pidama Specialisatau Logische
Specialiteit terhadapAdministratif Penal Lawdan masih menerapkan Undang-
Undang Pemberantasan Tindak Pidana Koruadministratif Penal Laviersebut
menurut Indriyanto Seno Adji landasannya adalal &sgalitas dan hal itu, guna
menghindari adanyaoncursusdan perlu diingat pula bahwa asas kekhususan
yang sistematis sudah menjadi norma legislasi saama telah disebut dalam
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terfamgberantasan Tindak
Pidana Korupsi yang menyatakan, bahwa setiap orang melanggar ketentuan
undang-undang tersebut sebagai tindak pidana kohgykku ketentuan yang

diatur dalam undang-undang Pemberantasan Tindak&®idorupst’®

2.1.1.Administratif Penal Law

Dalam konteks Hukum Pidana, istilalhdministratif Penal LaWw adalah
semua legislasi berupa perundang-undangan (dahkulp) administrasi negara
yang memiliki sanksi pidana, karenanya segala degislasi yang demikian,
seperti undang-undang ketenagalistrikan, undangnmdkepabeanan, undang-
undang keuangan, pajak, lingkungan hidup, telekakasn perikanan,

pertambangan, pasar modal, perbankan dan lainAerupakan produk yang

39 Marwan Effendy, (a)Op. Cit.,hal, 161-162
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dinamakanAdministrative Penal Lawsepanjang memang ada ketentuan yang
mengatur sanksi pidananya.

Perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai petanggahadap produk
perundang-undangan administrasi tersebut serindgkaimakan misalnya, Tindak
Pidana Perbankan, Tindak Pidana Pertambangan, KT frdiana Kehutanan dan
seterusny&’ Hukum pidana administrasi dapat dikatakan seblglim pidana
dibidang pelanggaran-pelanggaran hukum administiRada dasarnya hukum
mengatur atau hukum pengaturan yaitu hukum yangatlidalam melaksanakan
kekuasaan mengatur/peraturan, maka hukum pidan@iathasi sering disebut
pula hukum pidana (mengenai) pengaturan atau hykdema dari aturan-aturan
(ordnungstrafrecht/ordeningstrafredtit Selain itu , karena istilah administrasi
terkait juga dengan tata pemerintahan (sehinggahstukum administrasi negara
sering juga disebut hukum tata pemerintahan), migkéah hukum pidana
administrasi negara juga ada yang menyebutnya aebbhgkum pidana
pemerintahan sehingga dikenal pula istNegnwaltungsstrafrechfverwaltungs=
adminstrasi/pemerintahan) daestuurstrafrechfbestuur= pemerintahar?

Hukum perbankan merupakan salah satu peraturan iysmmguat aspek
pidana. Tindak pidana perbankan tidak saja tercardalam Pasal 46 sampai
dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 18&#i juga terdapat
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentangk Badonesia jo
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang PerubAtemUndang-Undang
Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Secara umum sebenarnya tindak pidana yang dirumusled Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nom@r TRhun 1998
Tentang Perbankan, dapat dikelompokkan dalam &)(fienis, yaitu disektor
perizinan, atau legalitas bank, sektor mengatuahesiaan bank dan sektor
perkreditan serta lalu lintas giral dan lain-laifetentuan pidana yang tercantum

didalam undang-undang perbankan diatas cendrunip leanyak ditujukan

“%Indryanto Seno AdjiQp. Cit, hal 155
“! Roeslan SalehQp. Cit, hal 53-54

42 Barda Nawawi Arief Kapita Selekta Hukum PidangBandung: PT. Citra Aditya,
2010), hal, 14-15
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kepada pihak bank, yaitu anggota dewan pihak KamsjsBireksi atau pegawai
atau pihak terafiliasi sedang pihak orang luar bpekgenaan ancaman pidana
hanya menyangkut usaha bank tanpa izin Pimpinak Balonesia dan memaksa
pihak bank untuk membocorkan rahasia bank. Daitiyd belas) tindak pidana
yang diatur hanya 1 (satu) pasal yang diklasifikasisebagai pelanggaran yaitu
Pasal 48 ayat (2), sedangkan 12 pasal lainnyasifikiasikan sebagai kejahatan,
pasal tindak pidana yang diklasifikasikan sebagajahkatan tersebut
dikelompokan kedalam pertama sektor perizinan kdgalitas bank yang diatur
dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 198mh#ang-Undang Nomor
10 Tahun 1998, kedua diklasifikasikan dalam sekévahasiaan bank yang diatur
dalam Pasal 47 ayat (1), ayat (2), Pasal 47 A desalP48 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang NomoiTdaBun 1998, dan
ketiga dikelompokkan kedalam sektor perkreditanaskxu lintas giral dan lain
sebagainya yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1)f larb, c, Pasal 49 ayat (2)
huruf b, Pasal 50 dan Pasal 50 A Undang-Undang Nahjo Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 50 tidak berbeda deRgaal 49 ayat (2) huruf b,
jika Pasal 49 ayat (2) huruf b ditujukan kepada Bew omisaris, Direksi, atau
Pegawai Bank, maka pasal ini diberlakukan kepadakpyang terafiliasi, seperti
Akuntan Publik, penilai, konsultan hukum dan koteulainnya, sedangkan Pasal
50 A ditujukan kepada pemegang saham.

Kemudian didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1j898ndang-
Undang Nomor 3 Tahun 2004, yang mengatur tentapaha&tan dirumuskan
dalam Pasal 66, 67, 68, 70 ayat (1) dan ayat (B3 Basal 71 ayat (1), sedangkan
yang mengatur tentang pelanggaran pada Pasal 65/16@yat (2), terhadap
pelanggaran delik-delik tindak pidana perbankan Beécara kasuistis dapat
diterapkan delik percobaan, delik penyertaan, adik gembantuan, sebagaimana
diatur dalam Pasal 53, 55, dan 56 KUFP.

Selain itu terdapat tindak pidana yang berkaitamgda perbankan, antara
lain :
a. Penipuan atau kecurangan dibidang perkredased(t fraud.
b. Penggelapan dan masyaralanbezement of public funds

43 Marwan Effendy(a), Op. Cit.,hal 28-29
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c. Penyalah gunaan dana dari masyarakatgpropiation of public funds
d. Pelanggaran terhadap kepatuhan peraturan keuawgéation of currency

regulation).

2.1.2.Asas Systematische Specialiteit
Ajaran Lex Specialissudah semakin berkembang dalam pemahaman
Hukum Pidana. la-Asasex Specialis tidaklah sekedar, membicarakan lagi
mengenai pengesampingan suatu asas umiuex Generalis tetapi lebih
memberikan suatu solusi-solusi hukum pidana yangildan kompleksitasnya
dan bentuknya, karena tersebar perundang-undaraagm lyersifat khusus dan
bersifat ekstra kodifikasi atau berada diluar KUKBas hukum pidana mengenai
Lex Specialiyang dinamis dan limitatif sifatnya, terutama:
1. Untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana lyang diberlakukan
dan;
2. Ketentuan mana yang diberlakukan dalam suatahgtndang Khusus.

Untuk menentukan ketentuan pasal yang akan dihgwak dalam/pada
suatu perundang-undangan khusus, maka berlaku_agashe Specialiteiitau
Kekhususan yang Logis artinyeetentuan pidana dikatakan bersifat khusus,
apabila ketentuan pidana selain memuat unsur-unsurdain, juga memuat
semua unsur ketentuan pidana yang bersifat umummisalnya Pasal 341
KUHP yang diterapkan daripada Pasal 338 KUHP texpddasus pembunuhan
yang pelakunya seorang Ibu terhadap anaknya atsal B2 B UU Nomor 20
Tahun 2001 adalah yang diterapkan daripada Pasght5(1) huruf a UU Nomor
20 Tahun 2001.

Untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana yaregldkukan, maka
berlaku asa$ystematische Specialit@itau Kekhususan yang Sistematis, artinya
ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pemb#uk undang-undang
memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidaa tersebut
sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusuatau ia akan bersifat
khusus dari khusus yang telah adaMisalnya, subyek personal, obyek dugaan
perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperolelgkungan dan aredelicti

berada dalam konteks perbankan, maka undang-unuembgnkan adalah yang
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diberlakukan, meskipun undang-undang Khusus lair{egperti undang-undang
Tindak Pidana Korupsi memiliki unsur delik yang damnencakupnya) adalah
akseptabilitas sifatnyd. Dari ajaran dan asdsx specialisini sangat berkaitan
dengan ajaranConcursus dan Deelneming khususnya dalam keterkaitan
perundang-undangan administrasi negara yang beisgnkana @dministrasi
penal law dengan hukum pidana (korupsi), maka pembentulamgradindang
(khususnya Prof. Dr. Muladi, SH, saat itu sebaganidri Kehakiman RI)
memberikan pemahaman eksplisitas melalui Pasalrdahy-Undang Nomor 31
Tahun 1999.

Mengingat telah ada as&ystematishe SpecialitefKekhususan Yang
Sistematis) sebagai pengakuan akademis tersebuiglapat doktrin telah
diformulasikan melalui norma legislasi untuk meniken batasan-batasannya
melalui Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1899 berbunyi :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undgngy secara

tegas bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undadgng tersebut

sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan gyahatur dalam

undang-undang ini*
Jadi makna yang terkandung dalam substansi ketemuadalah bahwa undang-
undang tindak pidana korupsi berlaku apabila pediudertentu dinyatakan
sebagai tindak pidana koprupsi yang memang se@yastjelas dinyatakan
demikian dalam, hal perundang-undangan ekstra gadadang korupsi. Dengan
demikian dalam hal perundang-undang tertentu tetseiolak menyatakan
demikian, maka berlaku bukanlah pelanggaran tephac@ang-undang Tindak
Pidana Korupsi. Jadi tidak semata-mata undang-undiacdak pidana korupsi
dapat menjangkau semua produk legislasi sebaghugn melawan hukum
yang memberi kesan sebagai jaring laba-laba atengj&

Andi Hamzah menguraikan bahwa hukum pidana khdeutkan sebagai

hukum pidana materiel maupun hukum pidana fornr@m8&ntara Pompe, seorang

4 |ndriyanto Seno AdjiOp. Cit.,hal 170-171
* Indonesia, (b)Op. Cit, Pasal 14

“® Indriyanto Seno AdjiOp. Cit, hal 172-173
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sarjana hukum Belanda membuat pengertian tentarkyinhupidana khusus

(materiel dan formil) dengan menyebut dua kriteyiang menunjukkan hukum

pidana khusus, yaitu orang-orangnya yang khusug&sunaya subyeknya atau

pelakunya yang khusus dan yang kedua adalah parbnya yang khusus. Lebih
lanjut Pompe menunjuk patokan Pasal 103 KUHP éitu ketentuan undang-
undang diluar KHUP banyak menyimpang dari ketentwanm pidana, maka itu
merupakan pidana khusus. Patokan ini menurutnygasajengan adagiuex
Specialis Derogat Lex GeneraMenurut Pompe, bukan saja materielnya yang
menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana (BuklUHP), tetapi juga
hukum acaranya banyak yang menyimpang dari huk@amagdana umum.

Sudarto, salah seorang pakar pidana Indonesia agniiga kelompok
yang biasa dikualifikasikan sebagai undang-undaaagna khusus, yakni :

1. Undang-undang yang tidak dikodifikasikan.

2. Peraturan-peraturan hukum administratif yang mersaiaksi Pidana.

3. Undang-Undang yang memuat hukum pidana khusis gingulare, ius
specialg, yang memuat delik-delik untuk kelompok orangtdetu atau
berhubungan dengan perbuatan tertéhtu.

Sejalan dengan perkembangan undang-undang pidarsuskhindonesia,
yang pada dasarnya mempunyai kedudukan pentinghdaka hukum Indonesia
dewasa ini, muncul beberapa persoalan, salah satwadalah persoalan
pengklasifikasian ketentuan hukum mana yang lebiusiés terhadap satu
perbuatan pidana yang diatur oleh undang-undangushyang berbeda. Misalnya
tindak pidana dibidang perbankan dan tindak pidamapsi. Merujuk pada asas-
asas umum hukum pidana yang tercantum dalam Buku K&HP, khususnya
mengacu kepada Pasal 63 ayat (2) KUHP, persoalanbiga ditemukan
“lawabannya”, terutama dalam kaitannya dengan pesam tindak pidana
perbankan sebagai tindak pidana korupsi. Didalaternkkean Pasal 63 ayat (2)
berbunyi:

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan @dgang umum,

diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka haypgag khusus itulah

yang diterapkan”.

47 Sudarto Kapita Selekta Hukum Pidana, Cet Ke(Bandung : Alumni, 2003), hal 63-
64
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Kemungkinan suatu prilaku itu memenuhi rumusanwskatentuan pidana yang
bersifat umum, akan tetapi pada saat yang samamyaenuhi rumusan suatu
ketentuan pidana yang bersifat khusus. Dalam rumBssal 63 ayat (2) KUHP
tersebut kiranya cukup jelas dapat diketahui, baparay diatur didalamnya itu
sebenarnya mengenal kemungkinan suatu prilaku jenteyang itu telah diatur
didalam suatu ketentuan pidana tertentu, akan itéd@amudian ternyata telah
diatur kembali didalam suatu ketentuan pidana yaing®
Untuk dapat mengatakan bahwa suatu ketentuan gidansebenarnya
merupakan suatu ketentuan pidana yang bersifaukhasbenarnya tidak terdapat
suatu kriterium yang dapat digunakan sebagai pedoBidalam doktrin terdapat
dua cara memandang suatu ketentuan pidana yaitk utdpat mengatakan
apakah ketentuan pidana itu merupakan suatu keterpidana yang bersifat
khusus ataupun bukan. Cara-cara tersebut adalah:
a. Cara memandang secara logis ataupun yang didebgigsche
beschouinglan;
b. Cara memandang secara yuridis atau sistematis yaeput
juridishe atausystematische beschouwitig
Menurut pandangan secara logis, suatu ketentuamaidu dapat dianggap
sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khagpabila ketentuan pidana
tersebut disamping memuat unsur-unsur yang laga jaemuat semua unsur dari
suatu ketentuan pidana yang bersifat umum. Keklamsgsatu ketentuan pidana
berdasarkan pandangan secara logis seperti itajadiddoktrin juga disebut
sebagai suatlngische specialiteiatau sebagai suatu kekhususan secara f8gis.
Menurut pandangan secara yuridis atau sistensatéu ketentuan pidana
itu walaupun tidak memuat semua unsur dari suatnkean yang bersifat umum,
la tetap dapat dianggap sebagai ketentuan pidang parsifat khusus, yaitu
apabila dengan jelas dapat diketahui, bahwa pembeunk undang-undang

memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidaa tersebut

“8 Lamintang, (a)Op. Cit.,hal 712
* Ibid., hal 713

*0phid., hal 713
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sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khususKekhususan suatu
ketentuan pidana berdasarkan pandangan secar&yatad sistematis seperti itu,
didalam doktrin juga disebut sebaghiridische Specialiteiitau Systematische
Specialiteit yang berarti kekhususan secara yuridis atau sesmtematis.
PerkataarSystematische Specialiteintuk pertama kalinya telah dipergunakan
oleh Ch.J. Enschede didalam tulisannya yang bdrjudex Specialis Derogat
Legi Generall didalam Tijdschrift Van Het Strafrechtahun 1963 pada halaman
177>

Van Hattum menyebutkan doktrin kekhususan yantgmeigtis dengan
consumtie(konsumsi). Disini perlu di perhatikan satu danadketentuan pidana
bukan karena hubungan logisnya satu sama laimitetdbungan nilai diantara
dua norma. Dalam hal delikbortus yang selesai diancam dengan pidana
berdasarkan Pasal 348 KUHP (Pasal 297 Ned. Wv&)rtbdia juga melanggar
Pasal 299 KUHP (Pasal 251 bis Ned WvS), yaitu gangeengobati perempuan
atau menyuruh supaya diobati dengan memberitahate@anditimbulkan harapan
bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digagutkanya ketentuan pidana
yang tersebut pertama yang boleh diperhatikan barkan analogi Pasal 63 ayat
(2) KUHP. Delik dalam Pasal 299 KUHP. Begitu pualik pembakaran menurut
Pasal 187 KUHP dengan sendirinya juga melanggaal RE}¥6 KUHP tentang
pengerusakan barang, delik pembakaran mengkons@menghisap) delik
pengerusakan barang.

Hazanwinkel-Suringa (1989 : 753) mengatakan balkaiam praktek,
Hoge Raad mengartikaduridische Of Systematischeesuai dengan maksud

sejarah Undang-undang berikut :

“Ketentuan A mengandung semua unsur-unsur ktentuan B
ditambah dengan satu atau lebih unsur. Misalnyaggetapan
dalam hubungan pekerjaan tetap atau jabatan (a22,3f. Pasal
374 KUHP) terhdapa penggelapan biasa (art. 321. ;Rdsal 372

*1bid., hal 714

2 A.Z. Abidin Farid dan Andi HamzalPengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia
(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hal 541
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KUHP); pencurian dengan pembongkaran (art. 311 oreks cf.

Pasal 363 ayat (2) ke-3 KUHP terhdap pencurian digang tidak

menyebut pembongkaran (art.310; cf. Pasal 362 KUHP)

Pembunuhan anak (art. 290 ; cf. Pasal 341 KUHP)haelap

pembunuhan biasa (art. 297 ; cf. Pasal 338 KUEP)

Hazewinkel-Suringa menyebut arrest HR 16 DeseriB&2, HR 2 April

1918 ; HR 19 Juli 1921, HR 4 November 1929 dan 2e14982. Didalam arrest
HR 9 Februari 1988 (NJ 1988, 631), HR berpendaphiva art. 242 (Pasal 285
KUHP) adalahspecialiteit terhadap art. 246 ; cf. Pasal 289 KUHP (dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseoralaggukan atau
membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabMinurut Hazewinkel-
Suringa (1989; 758onsumptigvan Bemmelen menggunakan istildmsumtie
di Nederland termasuystematische Of Juridische Specialitddetentuan A
mengkonsumir, mendesak, menghabiskan ketentudre® Consumens Derogat
Legi Consumentag*

Bentuk kekhususan yang sistematis menurut Pasaby@B (2) KUHP
dikemukakan oleh Scffmeister,at,al. Misalnya, jdiambil contoh di Indonesia,
suatu perbuatan menyelundup barang tanpa dokunrea sekali diberi nama
penyelundupan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun5 19%ntang
Kepabeanan jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 200ébBean Atas Undang-
undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. ilapa@seorang
menyelundupkan barang ke Indonesia, berarti tideknbayar Bea dan menjadi
bagian yang mendapat disebut memperkaya diri senderugikan keuangan
negara, yang berarti memenuhi semua bagian ink ketupsi, yang tercantum di
dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 198Mh@ang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidang&i. Nemun, Undang-
Undang Tindak Pidana Korupsi tidak boleh diterapkarena bersifat umum, ada
bentuk khusus delik penyelundupan yang disebut&asal 102 undang-undang
Kepabeanan. Begitu pula perbuatan pegawai Bank nr@aie yang menerima

imbalan atau suap yang berkaitan dengan servidbalsantara lain pengucuran

%3 bid., hal 541-542

4 bid., hal 542
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kredit olehnya. Secara khusus diatur dalam Pasayd® (2) butir a Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.tigkzdi boleh diterapkan
undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidan#p${ yang mengatur
tentang pegawai negeri yang menerima hadiah ataji (suap), berhubung
dengan jabatannya karena itu merupakan ketentuammummengenai suap,
sedangkan pegawai Bank pemerintah (termasuk jugak Bawasta) yang
menerima imbalan atau suap diatur tersendiri sekansus di dalam Undang-
Undang Tentang Perbankah.

2.2.Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi (bahasa Latincorruptio dari kata kerjacorrumpere= busuk,
rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) meénufuansparency
International adalah prilaku pejabat publik, bailolifkus/politisi maupun
pegawai negeri yang secara tidak wajar atau tldgkl memperkaya diri atau
memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengaralabgynakan kekuasaan
publik yang dipercayakan kepada mer&ka.

Menurut Fockema Andréakata korupsi berasal dari kata Latiorruptio
atau corruptus (Webmaster Student Dictionary:1960). Dari bahasa litulah
turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yedtuuption, corruptdan
Belanda, yaitwcorruptie (Koruptie). Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke
bahasa Indonesia, yaitu “korupst”.

Dipandang dari segi bahasa, korupsi menunjuk lkegdeusakan atau
kebobrokan moral. Korupsi ada jika seseorang setidek sah meletakkan
kepentingan pribadinya diatas kepentingan rakyda sgta-cita menurut sumpah
akan dilayaninya. Korupsi itu muncul dalam banyadntok dan menyangkut
penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan, dpké&bijakan mengenai tarif,

sistem penegakkan hukum, keamanan umum, pelaks&oaamak, pengembalian

*® Ibid., hal 543
*% Fockema Andrea&amus Hukum BandungBandung : Bina Cipta, 1983), hal 67
" Andi HamzahQp. Cit.,hal 4

8 3. Anwary,Quo Vadis Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Etisilnstitute Of
Socio-Economic And Political Studies “People Mes5d§MRA), Jakarta : 2006, hal 6
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pinjaman dan hal-hal lain, atau menyangkut prosedosedur sederhana.
Korupsi bisa jarang atau meluas, bahkan disejumkediara berkembang telah
meresap kedalam sistem ketatanegaraan.

Korupsi menurutHenry Campbell BlacldalamBlack’s Law Dictionary
adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksu# memberikan suatu
keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban rdamihak-hak dari pihak-
pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya k#makternya untuk
mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya seradau untuk orang lain,
bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dai f@Ehe’® Dalam pengertian
lain, korupsi dapat diartikan sebagai “perilakiakidnematuhi prinsip”, dilakukan
oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat koublin keputusan dibuat
berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, koakasi timbul, termasuk juga
konflik kepentingan dan nepotisfie Terlepas dari berbagai ragam pengertian
korupsi diatas, secara yuridis, pengertian korupsk arti maupun jenisnya telah
dirumuskan, di dalam Undang-undang Nomor 31 Tal89 jo. Undang-undang
Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tinddn®i Korupsi dan
Undang-undang sebelumya, yaitu Undang-undang N@mbethun 1971. Dalam
pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hateyaatas kepada perbuatan yang
memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangaaraegau perekonomian
negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatary yaemenuhi rumusan delik,
yang merugikan masyarakat atau orang perseoranBamusannya dapat
dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangararegtau perekonomian
negara.

2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang mesyy) maupun pasif (yang
disuap).

3. Kelompok delik pengelapan.

4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatareyelarij, extortioh

%9 Black, Henry CampbelBlack’s Law Dictionary, Edisi VI(West Publishing : St. Paul
Minesota, 1990), hal 21

% vito Tanzi, Corruption, Governmental Activities, and Markets]A Working Paper
Agustus 1994.

Universitas Indonesia

Penerapan asas ..., Erwin Matondang, FH Ul, 2011



31

5. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongareransirdan

rekanarf*

Poerwadarminta dalam kamus umum Bahasa Indonesiayimpulkan
korupsi sebagai perbuatan buruk, seperti penggelapag, penerimaan sogok,
dan sebagainy¥. Pada dasarnya korupsi dikaitkan dengan ketidakrgnj
seseorang, kelompok ataupun golongan dalam berbatmig, terutama bidang
keuangan dan perekonomian. Baharudin Lopa membagigsi menjadi 3 (tiga)
macam jenis korupsi yaitt:

1. “Material Corruptiori vyaitu korupsi dibidang materi atau
keuangan mengenai hal ini diatur oleh undang-un#angpsi.

2. “Political Corruptior? yaitu korupsi dibidang politik yang dapat
berupa perbuatan-perbuatan manipulasi hasil pentgambuara
dengan cara penyuapan, intimidasi, paksaan, catapgan yang
dapat mempengaruhi kebebasan memilih, komersialisas
pemungutan suara pada lembaga legislatif maupyiraaf untuk
memberi jabatan.

3.  “Intellectual Corruptioni yaitu korupsi dibidang ilmu pengetahuan.
Contohnya : memanipulasikan ilmu pengetahuan deongemtidak
memberikan pelajaran secara wajar.

Pendekatan sosiologis yang dilakukan oleh Syed édlusalatas dalam
bukunyaThe Sociology of Corruptigrmemasukkan nepatisme dalam kelompok
korupsi selain pemerasan dan penyuapan. Nepotiainepengangkatan keluarga

atau teman pada posisi pemerintahan tanpa memeeusyaratan untuk it

®1 Hendarman Supandiji (Jaksa Agung Republik Indohddiadel Penegakkan Hukum Di
Daerah Dan Implementasiny®isampaikan Dalam Kunjungan Kedinasan Di PonkaSaJuli
2007.

%2 W.J.S. Poerwadarmint&amus Umum Bahasa Indones{dakarta : PN Balai Pustaka,
1976), hal 33

®3 Baharudin Lopa Dan Moh. Yamitndang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, (Bandung : Alumni, 1987), hal 6-7

® Syed Hussein Alatas, Sosiologkorupsi Sebuah Penjelasan Dengan Data
Kontemporer, Diterjemahka®leh Algharie Usman, (Jakarta : LP3ES, 1981), Ral4
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Dalam melakukan analisanya, Syed Hussein Alatagtaiddan dasar mengenai
ciri-ciri korupsi, yaitu:

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang

2.  Korupsi pada umumnya melibatkan keserba rahasiaan

3.  Korupsi meleibatkan elemen kewajiban dan keunturtgabal
balik

4. Mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasany
berusaha untuk meyelubungi perbuatannya dengamdanh
dibalik pembenaran hukum.

5. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yanggimgmkan
keputusan-keputusan tegas dan mereka yang mampu
mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut.

6.  Setiap tindakan korupsi mengandung unsur penipuan
Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianataersayaan

8.  Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yaorgradiktif
dari mereka yang melakukan tindakan itu.

9. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma s tuiga
pertanggung jawaban dalam tatanan masyafakat.

Berdasarkan pendekatan Politik dan ekonomi, Mubyamengutip
pendapat Smith, sebagai beriktdn the whole corruption in Indonesia appears
to present more of reccuring political problem tham economic one. It
undermines the legitimacy of government in the eyéke young, educated elite
and most civil servants...corruption seduces supfmwrgovernment among elite
at the province and regency level(3egala keseluruhan korupsi di Indonesia
muncul lebih sering sebagai masalah politik darbrekni. la menyentuh
keabsahan pemerintahan digenerasi muda, kaumtaidelik dan pegawai pada
umumnya... korupsi mengurangi dukungan pada petaéridari kelompok elite
ditingkat propinsi dan tingkat kabupaten).

Dengan uraian mengenai pengertian korupsi, dapatnbil batasan
mengenai definisi tindak pidana korupsi yaitu, auatdakan atau perbuatan yang

bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri ataungr&in atau sesuatu badan

% bid., hal 14
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atau golongan dengan cara menyalahgunakan keweanangekuasaan,
kesempatan, atau sarana yang ada padanya karateny@ma atau kedudukannya
yang secara langsung atau tidak langsung merugiaangan negara.

Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasahakum Indonesia dalam
peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/I86tng Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, yang selanjtnya dimasukkema jdalam Undang-Undang
Nomor 24/Prt/1960 Tentang Pengusutan PenuntutanPgameriksaan Tindak
Pidana Korupsi, undang-undang ini kemudian dicaah digantikan oleh
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pembe@mnt@indak Pidana
Korupsi, yang kemudian sejak tangggal 16 Agustu891€igantikan dengan
Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 digantikan oleldrdg-Undang Nomor
31 Tahun 1999 dan mulai berlaku efektif 16 Agus2091 atau 2 (dua) tahun
kemudian. Berdasarkan Undang-Undang 31 Tahun 189%amg Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi tidak ditunjuk dengan jelasituk mengetahui definisi
korupsi, dapat dilihat dalam Pasal 2 yang berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakulenbyatan memperkaya
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasing dapat merugikan keuangan
negara, dapat dipidana dengan pidana penjara seunwup atau pidana paling

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duaupykahun dan denda paling
sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiaan paling banyak Rp. 1.

000.000.000,00 (satu milyar rupiaffy.

Dilihat dari Pasal 2 tersebut maka dapat ditankuwi-unsurnya sebagai
berikut :

a. Secara melawan hukum,

b. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang kan atau korporasi,

c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dapat dijelaskan yang dimaksud dengan “secara naglamukum” ini
mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti foatalu materil, yakni
meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam rmuEng-undangan. Namun
apabila dianggap tercela karena tidak sesuai deragm keadilan atau norma-
norma kehidupan sosial masyarakat. Maka perbuaeseliut dapat dipidana.

% |ndonesia, (a)Qp. Cit, Pasal 2
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Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa trgé@an atau perekonomian
negara” menunjukan bahwa tindak pidana korupsi peaan delik formil, yaitu
adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipegahimsur-unsur perbuatan
yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya a¥ibat

Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi titlakya terbatas kepada
perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat meandikuangan negara atau
perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuptabuatan yang memenuhi
rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau pemgan oleh karena itu,
rumusannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negf@a perekonomian
negara, (sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayata(l)Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang NorficoFghun 2001.

2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuagaupun pasif (yang
disuap) serta gratifikasi. (sebagaimana diaturdalRasal 5 ayat (1) dan
ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), PasaPagal 12, huruf a,b,c, dan d,
serta Pasal 12 B ayat (1) dan ayat (2) Undnag-Unddomor 31 Tahun
1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

3. Kelompok delik penggelapan. sebagaimana diatumd&asal 8, Pasal 10
huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undandang Nomor
20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidangi).

4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatakne{elarij, extortioh
(sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e dandati;irUndang Nomor
31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20@htang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

5. Kelompok delik pemalsuan (sebagaimana diatur dafasal 9 Undnag-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Non@otahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

6. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemboronganeransir dan
rekanan (sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayala(lpyat (2), Pasal 12
huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahu89$% Undang-

%7 Ibid., penjelasan Pasal 2
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Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PemberantasasaKiPidana
Korupsi).

Di samping kelompok delik sebagaimana telah diamikliatas, dalam
ketentuan undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo hptllmdang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidang&iguga diatur mengenai
tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindakpédkorupsi yaitu:

1. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, mejint@au
menggagalkan secara langsung atau tidak langsungdgean,
penuntutan, atau pemeriksaan disidang pengadilahadap
tersangka atau terdakwa ataupun para saksi daleqarpekorupsi.
(Pasal 21§®

2. Setiap orang sebagaimana dimaksud Pasal 28,29, Fasatau
Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberikanakef@n atau
memberi keterangan yang tidak benar (Pasal 22)

3. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimalaiadh
Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, P2&atd4u Pasal
430 KUHP. (Pasal 23).

4. Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimanakdim
dalam Pasal 31. (Pasal 24)

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 daal Basndang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999, disamping perbuatan-perbugdag dipandang sebagai
tindak pidana korupsi, juga terdapat beberapa kégmhjabatan tertentu, yang
membuat para pelakunya dapat dipidana karena nie@akindak pidana korupsi.

Kejahatan dan kejahatan jabatan tersebut disebusicarara limitatif
didalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan Pasal dakprUndang Nomor 31 Tahun
1999, masing-masing yakni kejahatan-kejahatan ydiagr dalam Pasal 209,
210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 428, dan Pasal 435 KUH®,

Prof. Simons telah membagi yang disebuibtsmisdrijveratau kejahatan jabatan

® Indonesia, (b)Qp. Cit.,Pasal 21
%9 Marwan Effendy(a), Op. Cit.,hal 117-118

0 p.AF. Lamintang, (b)Delik-Delik Khusus & Kejahatan Jabatan-Kejahatarbatan
tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi, Ed ke-2,keel, (Jakarta:Sinar Garfika, 2009), hal 306
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dalam yang beliau sebuuivere atau eigenlijke ambtsmis-drijver{kejahatan
jabatan murni atau yang sebenarnya) dengan diggméngde ambtsmisdrijven
(kejahatan campuran), Yang dimaksud denganivere atau eigenlijke
ambtsmisdrijvenalah kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Bukl Bab ke-
XXVII KUHP,sedangkan yang dimaksud denggemengde ambtsmisdrijven
ialah kejahatan-kejahatan yang diatur dalam babibaimya dari Buku ke-ll
KUHP, yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam kead seperti yang
dimaksudkan dalam Pasal 52 KUHPmaka beberapa kejahatan tertentu, baik
merupakan kejahatan jabatan murni maupun kejahjatzatan campuran, oleh
pembentuk undang-undang telah dinyatakan sebagkkiipidana korupsi seperti
yang maksudkan dalam Undang-Undang Nomor 31 TaB08.t

Dilihat dari sifanya undang-undang korupsi yang gastopsi KUHP
merupakan tindak pidana jabatambtsdelictenialah sejumlah tindak pidana
tertentu, yang hanya dapat dilakukan oleh oranggprngang mempunyai sifat
sebagai pegawai negeri. Tindak pidana yang dilakukeh pegawai negeri itu
dapat disebut tindak pidaan kejabatan, maka tingekana tersebut harus
dilakukan oleh pegawai negeri yang bersangkutamndamenjalankan tugas
jabatan mereka masing-masifig.

Dilinat dari sifatnya dengan demikian perbuatarsébut hanya dapat
dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifaeteun,* karena tindak pidana
yang hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang meimekualifikasi atau
kualitas tertentu misalnya pegawai nedeiRengertian yang dilihat dari sifatnya
ini dikenal dengan nama delgtopia dalam hukum pidana yaitu: suatu delik yang

hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyauddan (kwalifikasi)

" Ibid., hal 6

"2 Ibid., hal 28

" Ibid., hal 1

"Lamintang, (a),0p. Cit, hal 224

5 Jan RummelinkHukum Pidana (Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenfiagi Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannymgdan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Indonesja(Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008Y,2ha
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tertentu seperti pegawai, anggota angkatan pewary,sebagainy®. Menurut
A.Z. Abidin dan Andi Hamzahdelicta propia diartikan delik yang hanya
dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualtixdentu, seperti delik
jabatan, delik militer dan sebagainya.

Korupsi dalamUnited Nations Convention Againts Corruption (UNQAC

atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa MengepaupKi, Tahun 2003
dilihat dari perbuatannya membagi tipe-tipe tingadlana yang terdiri dari 4
(empat) macam sebagaimana dibawaff:ini

a. Tindak pidana korupsi penyuapan pejabat-pejabatlikpuidasional
(Bribery of National Public Officilas™ yaitu : apabila dilakukan
dengan sengaja melakukan tindakan seperti janjiamarkan atau
memberikan, kepada seseorang pejabat publik, séaagsung atau
tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak layatkiku pejabat itu
sendiri atau untuk orang lain atau badan hukumy gggabat itu
bertindak untuk menahan diri dari melakukan sestiatiakan, dalam
melaksanakan tugas resminya. Perbuatan denganjsengéakukan
tindakan seperti janji menawarkan atau memberikarjuga berlaku
apabila pejabat tersebut adalah pejabat asing ataanisasi
internasional publikBribery of Foreign Publik Officials and Officials
of Public international Organizatigf’

b. Tindak pidana penyuapan disektor swasBxibery in the Privat
Sectoj, yaitu : dengan sengaja dalam melaksanakan kegektonomi,
keuangan atau perdagangan; menawarkan atau membesgkcara
langsung atau tidak langsung keuntungan yang sdakestinya kepada
seseorang yang memimpin atau bekerja dalam kapasiéuk sektor

swasta, untuk dirinya sendiri atau untuk orang &gar agar ia dengan

8 E Utrecht,Op. Cit, hal 111
" A.Z. Abidin Dan Andi HamzahQp. Cit.,hal 132

"8 Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, TeisitPraktis Dan
Masalahnya, Ed Ke-1, Cet KefBandung: PT. Alumni, 2007), hal 41

" bid., hal 41

8 Andi HamzahOp. Cit, hal 349-350
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melanggar tugas-tugasnya, melakukan sesuatu atak thelakukan
sesuatu tindakaf.
c. Tindak pidana korupsi terhadap perbuatan mempersagara tidak sah
(illicit Ernrichtment), yaitu : suatu perbuatan kriminal bila dilakukan
dengan sengaja, memperkaya secara tidak sah, y@diw kenaikan
yang berarti dari aset-aset seorang pejabat puylalilg tidak dapat
dijelaskan secara masuk akal berkaitan dengan patadmya yang
sah®

d. Tindak pidana korupsi terhadap memperdagangkanapendlrading
in Influencg, yaitu : perbuatan yang dilakukan dengan sengaja
menjanjikan, menawarkan, atau memberikan kepadarases pejabat
publik atau orang lain, secara langsung atau tildalgsung suatu
keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabaikpiiblatau orang
itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atag gguerkirakan
denganmaksud memperoleh dari otoritas administaé@u otoritas
publik dari negara peserta, suatu keuntungan yatak tsemestinya
bagi penghasut asli tindakan tersebut atau untkgpiain®?

Dilihat dari rumusan dalamJnited Convention Againts Corruption
perbuatan korupsi tidak melihat dari kualitas pelakbagaimana undang-undang
pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga dptakiek korupsi khususnya
bribery sektor swasta pun yang melakukan prakieliery (Tindakan penyuapan)

dapat dikatakan korupsi.

2.2.1. Asas Legalitas

Keberadaan asas-asas hukum didalam suatu bidamgnhidangat penting
mengingat asas-asas hukum inilah yang menjadi damssdtoman bagi
perkembangan setiap bidang hukum agar tidak memympDari sini timbullah

asas-asas hukum pidana seperti asas legalitas iyemghendaki tidak ada

8 bid., hal 350-351
8bid., hal 354

8 bid., hal 352
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perbuatan hukum yang dapat dipidana kecuali berkias&etentuan perundang-
undangan pidana yang ada sebelum perbuatan itkuklla, pemahaman asas
legalitas dengan benar sangat menentukan benatigainya penegakkan hukum
pidana baik mulai proses penyelidikan hingga putymngadilan diberika¥.
Pemikiran mengenai pentingnya ketentuan hukum ygelgs atas
perbuatan-perbuatan yang dilarang dimulai sejalsdaYustinianus mengadakan
kodifikasi atas ketentuan-ketentuan hukum yangakarbagi warga Romawi.
“Roman citizens enjoyed some of the benefits ofileégd and
limited government; and few protection even appireGreek city-
states. The principles blossomed slowly and pdinfal England,
symbolized by the Magna Charta of 12£5.”
Dari sinilah berkembang pemahaman akan arti perkodifikasi bagi hukum
masyarakat Eropa sebagai bentuk kepastian hukuparaBepembentukan dan
pemberlakuan asas legalitas ini sendiri tidak dagapaskan dari posisi hukum
didalam negara sebelum abad ke XVIII. Hukum pid&mapa pada waktu itu
bersumber pada hukum tidak tertulis yaitu hukum t%8daHukum adat
menghendaki penuh kekuasaan penuh atas hukum beitategan seorang
penguasa saja, yakni raja. Sebagai akibatnya pada mu kekuasaan negara
menjadi sangat mutlakalsolute monarch)é’ Baru pada awal abad ke XVIII
keadaan ini mulai direspons oleh rakyat Peranaig yaenuntut kepastian hukum
(rechtszekerhejdatas tindakan raja yang sewenang-wenang. Menphggadisi
hukum yang semakin memburuk ini dikenal dengda eeuw van de verlichting
atau zamarAufklarung Pada kondisi seperti ini seorang ahli hukum, Beac
mengusulkan: “Undang-Undang Pidana itu dibentuldésarkan asas-asas yang
bersifat rasional yaitu dari satu fihak dapat metadiahak-hak penguasa untuk

menjatuhkan hukuman-hukuman, berdasarkan pemikibahwa kebebasan

84 Hwian ChristiantolLoc. Cit.,hal 348

8 Frank R. PrasselCriminal Law, Justice, And SocietySanta Monica California
:Goodyear Publishing, 1979), hal 10

%p_A.F. Lamintang, (c)Pasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yangl&e
DI Indonesia (Bandung : Citra Aditya, 1997), hal 181

8 bid., hal 181
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pribadi para warga negara itu sejauh mungkin haibermati yaitu terutama
dalam undang-undang pidana, suatu ketentuan pigang telah ada terlebih
dahulu telah merupakan suatu syarat mutlak untplkdi sebagai dasar bagi
hakim dalam menjatuhkan sebuah hukuman, dan dikek dapat menyelesaikan
pertumbuhan hukum pidana sebagai hukum pdBlik.

Pendapat Beccaria ini pada akhirnya tertuang ddlamle Penall791
(KUHP di Perancis) tetapi karena muatannya terlamgeaal dan tidak sesuai
denagan keadaan pasca revolusi di Perancis iGaki@ Penaltidak bertahan
lama. Namun demikian ide ini menjadi pemikiran ayahg sangat penting bagi
terbentuknya rumusan Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yanhleyi “Tiada suatu
perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kakuaturan pidana dalam
undang-undang, yang terdahulu dari perbuatan Rasal 1 ayat (1) memuat azas
(beginse) yang tercakup dalam rumusimule : nullum delictum, nulla poena
sine pravia lege poenalyaitu tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu tpesa
yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bgksaan sebagai suatu delik
dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatudtiardelik itu.

Rumus nullum delictum berasal dari Anselm Von Feuerbach dalam
bukunya Lehrbuch des peinlichen Recht$801 (Van Der Donk, hal 362;
Hazewinkel-Suringa, hal. 274) maksud teori Von Feaeh adalah membatasi
hasrat manusia untuk membuat kejahatan sehinggaggeorang terlebih dahulu
telah mengetahui bahwa ia akan mendapat suatu farkapabila ia melakukan
suatu kejahatan, maka sudah tentu ia akan beratidletapi penakutan tersebut
bukanlah suatu jalan mutlak (absolut) untuk menairang melakukan kejahatan
maka Von Feuerbach mengatakan bahwa suatu ancamkaman itu bersifat
preventif : Apabila orang terlebih dahulu mengetdmhwa ia akan mendapat
hukuman, maka takut ia melakukan suatu perbuatag yerupakan pelanggaran
kaidah sosial. Asasnullum delictum itu memberi jaminan penuh bagi
kemerdekaan pribadi individu, dan sudah tentu neergkng masih tetap
mempunyai pandangan individualitis terhadap hukislamma dan hukuman dapat
menerima asas nullum delictum itu sepenuhnya. Serebtrecht menganjurkan

supaya asasullum delictum itu ditinggalkan mengenai delik-delik yang

8 |bid., hal 127
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dilakukan terhadapkolektiviteit (masyarakat), tetapi boleh dipertahankan
mengenai delik-delik yang dilakukan terhadap segpiadividu. Menurut Utrecht
anjuran ini membawa suatu perubalessenticeldalam sistem hukum pidana
yang berlaku pada waktu sekar&ig.

Menurut para Guru Besar dinegeri Belanda ketenf®asal 1 ayat (1)
KUHP itu ada hubungannya dengan usaha manusia unérdapat kepastian
hukum, tentang hal ini berkatalah Profesor Simanara lain :

“De regel opgenemon in art. 4 CP werd gehandhaafai. 1
lid 1 van ons wetboek van strafrecht. Naar mijnenimg mag
die regel, voorzover hij den eisch stelt van heirrafgan van
verhods-of gebodvoorschriff en voorzover hij votdete
voofrafgaande bedreiging van de straf, ook nu nawyden
beschouwd als een te waarderen waarborg voor pelgke
rechtszekerheid®
Yang artinya: Ketentuan yang terdapat pada Pas&ode Penalitu tetap
dipertahankan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Kitabaddgdundang Hukum Pidana
kita. Menurut pendapat saya peraturan tersebughikmi tetap dapat dipandang
sebagai pengakuan terhadap adanya suatu kepaskamtbagi pribadi-pribadi
orang yang harus dijamin, yaitu sejauh peraturasebait mensyaratkan bahwa
peraturan yang bersifat mengharuskan atau melatah@rus ada terlebih dahulu
dan sejauh itu mensyaratkan bahwa ancaman hukiimbarus terlebih dahulu
daripada perbuatannya itu sendtriSedangkan menurut PompeDé* strekking
van de de eerste regel was steeds, een waarbostelien voo de individuele
vrijheid tegen willekeur der overheid”.Yang artinya: tujuan peraturan yang
pertama itu adalah tetap, yaitu menjamin kebebasalividual terhadap
kesewenang-wenangan penguasa.
Ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalasalPhayat (1) KUHP

itu mengandung tiga buah asas yang sangat pegéitg;

89 E Utrect,Op. Cit, hal 195-196
% Lamintang, (a)Qp. Cit.,hal 129

°1 Lamintang, (c)Op Cit.,hal 130
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1. Bahwa hukum pidana berlaku di Indonesia kita mekapahukum yang
tertulis
2. Bahwa undang-undang pidana yang berlaku di Indandapat berlaku
surut dan
3. Bahwa penfsiran secara analogis tidak boleh dipekpn dalam
menafsirkan Undang-Undang Pidana.
Profesor Simons mengatakardét strafrecht is ten onzent geschreven recht en
opgenomen in de strfwet in de boven aangegeverkdmte’ Yang artinya:
dinegara kita hukum pidana itu merupakan suatu imujkang tertulis dan termuat
dalam undang-undang pidana seperti dimaksudkaasdfaMoelyatno menulis
bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian
1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam depigiana kalau hal itu
terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturefang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidakhbdigunakan analogi
(kiyas
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku sdfut.
Lebih lanjut Cleiren & Nijboer et al., mengatakawkbm pidana itu adalah hukum
tertulis. Tidak seorangpun dapat dipidana berdasarkebiasaan. Hukum
kebiasaan tidak menciptakan hal yang dapat dipid&t@afbaarheig. Nieboer
menguraikan asas legalitas merupakan jaminan kepadg. Dengan kata “yang
mendahuluinya” foorafgaandg perundang-undangamvéttelijk dan ketentuan
pidana Gtrafbepaling, muncul secara langsung tiga norma :
1. Larangan berlaku surut (untuk legislatif dan hakédehgan mengancam dan
memberikan pidana (kepastian hukum)
2. Perintah (kepada hakim), penjatuhan pidana melelddsarkan undang-
undang dan tidak dengan kebiasaan. Berlakunya gangrundangan
mempositifkan asas legalitas. Akan tetapi padahanili jenis pidana dan

ukuran pidana kebiasaan memegang peranan penting.

2 bid., hal 142

% Hwian, Loc. Cit.,hal 349
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3. Larangan (kepada hakim) menjatuhkan pidana lain glang disebut
undang-undang karena ketentuan pidana pada Pasait 11) KUHP juga
memuat sankst

2.2.2. Peristiwa Pidana

Menurut Vos maka suatu peristiwa pidana adalaluskelakuan manusia
(menselijke gdragingyang oleh peraturan perundang-undangan dibetrhak:
jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnyeaddadan diancam dengan
hukuman. Dalam definisi Vos ini dapat dilihat amasisir yang berikut :

a. Suatu kelakuan manusia.

Adalah hal peristiwva dan pembuat tidak dapat difkaa yang satu dari
yang lain {eit en dader zijn niet van elkaar te scheidiatlah Van
Hattum [, hal, 112dat feit en persoon in het strafrecht onafscheiglenl
zijn. Dit is vooral van belang in het leerstuk v@® deelneming

b. Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan gangaundangan (Pasal

1 ayat (1) KUHPidana) dilarang umum dan diancamgdanhukuman.
Kelakuan yang bersangkutan harus dilarang dan amncdengan
diancam dengan hukuman jadi, tidak semua kelakuanusia yang
melanggar ketertiban hukum adalah suatuperistidana.

Pompe mengemukakan dua gambaran yaitu suatu gamtesoritis tentang
“Peristiwa Pidana” dan suatu gambaran menurut hukasitif, yakni suatu
“wettelijke definitié (definisi menurut undang-undang) tentang “pewnsti
pidana” itu. Gambaran teoritis itu : suatu peristipidana adalah suatu
pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukumajnfovertreding, yang diadakan
karena kesalahan pelanggar, dan yang harus dihdainan untuk dapat
mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan késegjah umum. Menurut
gambaran teoritis ini, maka anasir-anasir perispwiana adalah :

a. Suatu kelakuan yang bertentangan dengan (mejamdmm
(onrechtmatig atau wederrechtelijk
b. Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggaalak éan

schuld (van overtreder) te wijten).

% A.Z. Abidin Farid Dan A. HamzalQp. Cit.,hal 54-56
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c.  Suatu kelakuan yang dapat dihukwsngfbaas.”

Menurut hukum positif, maka peristiwa pidana itwatsuperistiwa yang
oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu pegistiang menyebabkan
dijatuhkan hukuman. Van Hattum mengatakan bahwausparistiva pidana
adalah suatu peristiwa yang menyebabkan hal segpdmembuat) mendapat
hukuman atau dapat dihukurfei( terzake van hetwelk een persoon strafbaar
is).%

Seseorang mendapat hukuman tergantung dua hals ladia kelakuan
yang bertentangan dengan hukum dan yang keduanggoeanbuatdader) . yang
perlu dalam suatu peristiwa pidana adalah kelakoanusia yang bertentangan
dengan hukum. Tetapi yang melawan hukum, itulahurbelcukup untuk
menjatuhkan hukuman. Disamping kelakuan yang melawkum itu juga harus
ada pembuatd@den yang bertanggung jawab atas kelakuannya yaital&ean
(element van schujddalam arti kata “bertanggung jawatstrafbaarheid van de
dadey. ¥’

2.3. Pengertian Badan Hukum

Badan hukum atauechtpersoon(corpus habere mempunyai hak dan
kewajiban yang sama dengan subyek hukum lainny&rsepmanusia atau
natuurlijke persoon Oleh karena itu, sangat tipis didepan hukum meiabe
bedakan hak dan kewajiban subyek hukum tersebaskidun badan hukum
tidak dalam pengertianus gentium sebagaimana subyek hukum manusia,
diperlukan persyaratan tertentu untuk dapat dikatalechtsbevoegheidatau
kemampuan hukum (Pasal 29 KUHPerdata). Badan huiamn dapat dikatakan
memiliki rechtsbevoegheidapabila disamping syarat formal vyuridis, harus
memenuhi sekurang-kurangnya persyaratan mateaseberikut :

a. Mempunyai kekayaan yang terpisah

Adanya kekayaan yang terpisah dari para anggota atndiri

dimaksudkan agar harta kekayaan yang terpisaheimjaga diadakan

% E Utrecht,Op. Cit., hal 251-252
% bid., hal 252

" bid., hal 253
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dan memang diperlukan sebagai alat untuk mengeguwasu tujuan
tertentu dalam hubungan hukum. Dengan demikiantaheekayaan
tersebut menjadi objek tuntutan tersendiri dariagifke tiga yang
mengadakan hubungan hukum dengan badan hukum ugrsadm
sekaligus merupakan jaminan baginya.

Mempunyai tujuan tertentu

Tujuan dari badan hukum dapat berupa yang idiu &tamersial, profit
atau non profit. Tujuan tersebut merupakan tujeasendiri dari badan
hukum, sehingga tujuan dari badan hukum bukan na&eup tujuan
pribadi dari seseorang atau beberapa orang anggofan badan
hukum. Usaha untuk mencapai tujuannya dilakukadigerieh badan
hukum sebagai subjek hukum yang mempunyai hak davajiban
sendiri dalam pergaulan hukumeg¢htsbetrekkinggn Mengingat badan
hukum hanya dapat bertindak melalui perantaraaanorngg, perumusan
tujuan hendaknya ditetapkan dengan tegas dan jelas.

Mempunyai kepentingan tertentu

Badan hukum dalam mencapai tujuannya mempunyai nkiegan
sendiri yang merupakan hak-hak subjektif sebaghiaaklari peristiwa
hukum yang dilindungi oleh hukum. Badan hukum dapahuntut dan
mempertahankan kepentingannya kepada pihak keldigan pergaulan
hukum.

Mempunyai organisasi yang teratur

Badan hukum sebagai konstruksi hukum dalam pergaul&um atau
rechtsbetrekking diterima sebagai layaknya subjek hukum manusia.
Namun, hal yang penting yang perlu diperhatikariaddhahwa badan
hukum tidak mungkin dapat bertindak tanpa organB8ymtu organisasi
yang teratur dengan pembagian tugas dan tanggwap jgang baku
dan jelas gtelselmatige arbeidsdelipgperlu diciptakan agar tidak

menimbulkan masalah bagi badan hukum dalam mentgpahnya®®

% Arifin P. Soeria AtmadjaQp. Cit.,hal 122
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2.4. Pembuktian
2.4.1. Pengertian

Untuk memperoleh suatu kebenaran atas suatu pexistang terjadi
diperlukan suatu proses kegiatan yang sistematigae menggunakan ukuran
dan pemikiran yang layak dan rasional. Pembukt@iard hukum acara pidana
dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkanakgan-keterangan melalui
alat-alat bukti dan barang bukti guna memperolefiuskeyakinan atas benar
tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan sertatdaengetahui kesalahan
pada diri terdakwa. Menurut Bambang Poernomo bahwa
“Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya nakap proses untuk
menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fgkng diperoleh melalui
ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadkkta-fakta masa lalu yang
tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalaabungannya dengan perkara
pidana”

Berbeda dengan Bambang Poernomo Yahya Harahapelaskgn arti
pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidanakny ketentuan yang
membatasi sidang pengadilan dalam usahanya medearimempertahankan
kebenaran. Pembicaraan mengenai pembuktian dapatangkut berbagai hal
yang menjadi alat ukur dalam menyelenggarakan pekepembuktian. Alat-alat
ukur tersebut adalah :

a. Bewijsgronden
Yaitu dasar-dasar atau prinsip-prinsip pembuktiangytersimpul dalam
pertimbangan keputusan pengadilan.

b. Bewijsmiddelen

Yaitu alat-alat pembuktian yang dapat dipergunakaakim untuk

meperoleh gambaran tentang terjadinya perbuataan@id/ang sudah

lampau.

c. Bewijsvoeringyaitu penguraian cara bagaimana menyampaikarakaat-
bukti kepada hakim disidang pengadilan.

d. Bewijskracht
Yaitu kekuatan pembuktian dari masing-masing alatktib dalam

rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan.
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e. Bewijslast
Yaitu beban pembutkian yang diwajibkan oleh undandang untuk

membuktikan tentang dakwaan dimuka sidang pengatfila

2.4.2. Sistem Atau Teori Pembuktian
a. Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secar positif (Positive
Wettelijk Bewijstheorig.

Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat pktmalnuyang disebut
undang-undang, disebut sistem atau teori pembukigadasarkan undang-
undang secara positifp@sitief wettelijk bewijstheorje Dikatakan secara
positif, karena hanya didasarkan kepada undangnagnoeelulu. Artinya jika
telah terbukti sesuatu perbuatan sesuai dengafalatabukti yang disebut
oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidakrblipan sama sekali

sistem ini disebut juga teori pembuktian formal.

b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakia hakim saja
(Conviction Intime)

Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasanallaphakim untuk
menjatuhkan suatu putusan. Tidak ada alat bukiy yikenal selain berupa alat
bukti keyakinan hakim. Artinya, jika didalam perbangan putusan hakim telah
menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dereyakikan yang timbul dari
hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya tajjatuhkan putusan.
Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan oengabaikan hal-hal
lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau berteraandengan keyakian hakim

tersebut.

c.Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakina hakim atas alasan
yang logis €onviction rasioneg

Sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakiredam, tetapi
keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasses@ning yang rasional. Di

sistem ini hakim tidak lagi memiliki kebebasan untmenentukan keyakinannya,

% Rusli MuhammadHukum Acara Pidana Kontemporer, Cet KéBandung : PT. Citra
Aditya Bakti, 2007), hal 186-187
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keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasang y@endasari keyakinan itu.
Dan alasan-alasan itu pun harugdsonablé yakni berdasarkan alasan yang
dapat diterima oleh akal pikiran. Sisteronviction rasionemasih menggunakan
dan mengutamakan keyakinan hakim didalam menentsédah tidaknya seorang

terdakwa.

d.Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-ondang secara negatif
(negatief wettlijk bewijstheorig

Pembuktian berdasarkan undang-undang secara nadal#h pembuktian
yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicakén didalam undang-
undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekahpemggunakan keyakinan
hakim , namun keyakinan hakim terbatas pada alkti lyang ditentukan oleh
undang-undang. Dengan menggunakan alat-alat buwkig ytercantum dalam
undang-undang dan keyakinan hakim maka teori peti@sukni sering juga
disebut pembuktian bergandado(ibelen groundslgg Sistem pembuktian
berdasarkan undang-undang secara negatif adal@msisgang mengabungkan
antara sistem pembuktian menurut undang-undangaraquositif dan sistem
pembuktian menurut keyakinan ateonviction intime Dari hasil penggabungan
kedua sistem yang saling bertolak belakan tersdbuiyujudlah suatu sistem
pembuktian menurut undang-undang secara néatif

Sistem yang dianut oleh hukum acara pidana kitdahshegatif wettelijk
stelse] artinya hakim didalam memutus suatu perkara Isarttan alat bukti yang
sah dan ia berkeyakinan atas alat bukti tersePatsg] 183 jo Pasal 184 ayat (1)
KUHAP). Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan aldttibbyang sah terdiri dari :

1. Keterangan saksi;

Keterangan ahli;
Surat;

Petunjuk;

a k0D

Keterangan terdakwa.
Dalam upaya untuk menjangkau berbagai modus opetamthk pidana
korupsi dan meminimalisir celah-celah hukum, yaagal dijadikan alasan bagi

1091hid., hal 188-190
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pelaku tindak pidana korupsi untuk melepaskan ghridari jeratan hukum, maka
dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undandadg Nomor 20

Tahun 2001 telah dipahami metodenya dengan meratdpidak pidana korupsi
sebagai delik formil dan dengan cara memperluaggréan alat bukti petunjuk
yang lazim diberlakukan dalam KUHAP, diperoleh desterangan saksi, surat,
keterangan terdakwa, pengertian petunjuk terhadagak pidana korupsi,

diperluas dalam Pasal 26 A Undang-Undang Nomor @Buii 2001 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 198¢aiig Pemberantasan
Tindak Pidana Korupst*

Hukum pidana Indonesia mengenal adanya asas Egg@lgas nullum crimen
sine legg Asas legalitas pengertiannya diperluas oleh ngdedang No. 31
Tahun 1999 jo undang-undang No. 20 Tahun 2001 MmgnRemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, tidak saja menyatakan demggas bahwa tindak pidana
korupsi sebagai delik formil, tetapi telah menegasgengertian melawan hukum
suatu tindak pidana korupsi dalam arti formil daateniil.*%?

Salah satu unsur yang harus dibuktikan dalam peayk@yan yang sering
memunculkan polemik adalah unsur kerugian negdragsemana tertuang dalam
Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tah@@ [pdUndang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001.

Pengertian kerugian negara berdasarkan perspekkifinh perdata terkait
dengan pengertian keuangan negara Yyang dikelolah operusahaan
negara/perusahaan daerah sebagaimana diatur dadang)Undang Nomor 40
Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas dan Undaggrgnl9 Tahun 2003,
kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan rikgkagaan daerah yang
dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, sbeaharga atau saham, piutang,
atau barang, serta hak-hak lain yang dapat disdagan uang termasuk kekayaan
yang dipisahkan pada perusahaan negara /perusdlaaaah yang disebabkan

oleh perbuatan yang melanggar norma atau aturam yaelah ditetapkan

191 Marwan Effendy, (b),Kejaksaan Dan Penegakkan Hukur@lakarta: Timpani
Publishing, 2010), hal 94-95

1021hid., hal 96
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berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam undangagnto. 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nvitahun 2003%

Pengertian kerugian negara berdasarkan perspekitiinm pidana adalah suatu
perbuatan yang menyimpang terhadap penggunaan elagelplaan keuangan
negara sehingga dapat dikualifikasikan sebagaiua¢sbh merugikan negara atau
dapat merugikan negara sebagai tindak pidana kipmgrsgan pemenuhan unsur-
unsur pertama yaitu perbuatan tersebut merupakebugtan melawan hukum,
baik dalam pengertian formil maupun materil atanya¢ahgunaan wewenang,
kesempatan atau sarana yang ada padanya, dan keataapihak yang ada
diperkaya dan diuntungkan, baik sipelaku sendiang lain atau korporasi (Pasal
2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 199%jdakg-Undang 20
Tahun 2001}

Pengertian kerugian negara berdasarkan perspekiifnh administrasi negara
maka pengertiannya disini adalah pengertian kenugiagara yang memaknai
pengertian keuangan negara, sehingga berbeda déwgagian negara yang
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999Jpdang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001, yang merupakan pengertian gpasifik dan merupakan
lex specialis derogat legi generdisstematisyaitu meskipun sama-sama bersifat
khusus, tetapi yang mendominasi adalah kepentingadalam hal ini pidana.
Tegasnya penerapan harus melihat pada lingkup pafaten jika menyangkut
masalah pidana maka yang diberlakukan adalah hukithana, sehingga
mengesampingkan hukum perdata dan hukum adminjstsaébagi contoh
pengertian pegawai negeri, walaupun diatur didalddmdang-Undang
Kepegawaian No. 8 Tahun 1974, tetapi yang digunakaam tindak pidana
korupsi adalah pengertian pegawai negeri didalardadg-Undang Nomor 31
Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200hkdma pengertian
sesama hukum pidana termuat dalam KUHP juga diabaik

193 Marwan Effendy, (a)Op Cit, hal 83

%bid., hal 84
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BAB 3
TINJAUAN UMUM MENGENAI KEKAYAAN NEGARA

3.1. Pengertian Kekayaan Negara Berdasarkan Undangndang Nomor 17
Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Adapun Pengertian Keuangan Negara yang diatundBasal 1 angka 1
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuahgmara menjelaskan
pengertian Keuangan Negara sebagai berikut :

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajibarareegang dapat dinilai

dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa oangoun barang yang dapat
dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksandeak dan kewajiban
tersebut. 2%

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003)jemaskan
mengenai apa saja yang termasuk dalam keuanganarsgguai dengan Pasal 1
angka 1. Rincian mengenai keuangan negara adalah:

a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dergedarkan uang,
dan melakukan penjaminan;
b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas dwyanmum
pemerintahan negara dan membayar tagihan pihagke t
Penerimaan negara;
Pengeluaran negara;

Penerimaan daerah;

=~ ® 2 o

Pengeluaran daerabh;

105

Indonesia, (f)Op. Cit, Pasal 1 angka 1
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g. Kekayaan negara/ kekayaan daerah yang dikelolarsatal oleh pihak
lain berupa uang, surat berharga, piutang baramtg fak-hak lain yang
dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan ydpgpatikan pada
perusahaan negara/perusahaan daerah.

h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintatlard rangka
penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepantimgum;

I. Kekayaan lain yang diperoleh dengan menggunakailitdas yang
diberikan pemerintat®
Penjelasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tgrkauangan

Negara menjelaskan mengenai pengertian dan ruaggulp keuangan negara
sebagai berikut:

“Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuamiggara adalah

dari sisi obyek, subyek, proses,dan tujuan. Dasi sbyek yang dimaksud

dengan keuangan negara meliputi semua hak dan Keamapegara yang
dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dagi&an dalam bidang
fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negaragyadipisahkan, serta
segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa nigangang dapat
dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanbhak dan kewajiban
tersebut. Dari subyek yang dimaksud dengan keuangagara meliputi

seluruh obyek sebagaimana yang disebut diatas ydingilki negara,

dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerirdakrah, perusahaan
negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannyagd@ keuangan
negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencaseipruh rangkaian
kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyélagamana tersebut
diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengaambkeputusan sampai
pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan mageeliputi seluruh

kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang bexkalengan pemilikan
dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebuasdidalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pelagionegara yang

demikian luas dapat dikelompokan dalam sub bidagmpplolaan fiskal, sub

1% |hid., Pasal 2
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bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang peng@tokekayaan negara
yang dipisahkan *’

Penjelasan dari rumusan mengenai obyek, subyelsepradan tujuan

adalah sebagai berikut:

a.

Obyek

Dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan aeagatiputi semua
hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengamg, termasuk
kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, monetm pengelolaan
kekayaan negara yang dipisahkan, serta segalatsdsaik berupa uang
maupun berupa barang yang dapat dijadikan milikareedperhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Subyek

Dari sisi subyek yang dimaksud dengan keuangan raegeliputi
seluruh obyek sebagaimana tersebut diatas yandildimien negara,
dan/atau dikuasai oleh Pemerintah pusat, pemerddahah, Perusahaan
Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannggadekeuangan
negara.

Proses

Dari sisi proses, keuangan negara mencakup sefangkaian kegiatan
yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaiyearga dimaksud
tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan gangambilan
keputusan sampai dengan pertanggung jawaban.

Tujuan

Dari sisi tujuan ini keuangan negara meliputi sghukebijakan, kegiatan
dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilidan/atau
penguasaan obyek sebagaimana tersebut diatas datgka
penyelnggaraan pemerintahan ned&ta.

Mengingat luasnya cakupan keuangan negara, peagelokeuangan

negara dalam empat sub bidang, yaitu pengelolakalfipengelolaan moneter,

pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, sgsogan sisi obyek keuangan

197 bid., Penjelasan Umum, Nomor 3

1%8bid., Penjelasan Umum
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negara. Rumusan keuangan negara yang sangat relosendapat kritikan dari
Prof. Arifin Soeria Atmadja yang menyatakan :
“Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangegara, dengan
diartikan undang-undang tersebut merupakan undamgang organik dari
Pasal 23C UUD 1945. Namun, ternyata substansi yhawr dalam undang-
undang tersebut bukan mengenai hal-hal lain keuangegara, melainkan,
antara lain, mengenai penyusunan APBN, APBD, huanhguangan antara
pemerintah dan perusahaan negara, perusahan dagrafysahaan swasta,
serta Badan Pengelola masyarakat diluar domain nulkkeuangan negara.
Rupanya pembuat undang-undang tidak memahami paabegbrinsipiil
antara keuangan negara, keuangan daerah, keuangansphaan negara
maupun perusahaan daerah. Bahkan keuangan swastadiur dalam
undang-undang keuangan negara®®
Dengan demikian, secara prinsip Undang-undang Ndivicfahun 2003
Tentang Keuangan Negara tidak membedakan statusimhukang dan
kepemilikan kekayaan dalam suatu badan, apakaiitki negara, milik daerah,
milik badan usaha milik negara/daerah, atau mifksta atau perseorangan. Pada
dasarnya pengaturan demikian justru menyalahi kphs&um anggaran negara
dengan keuangan publik, yang secara tegas membedataa milik publik dan

milik privat.

3.2. Pengertian Kekayaan Negara Berdasarkan Undangndang Nomor 1
Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Dalam Undang-undang ini dapat dilihat mengenai pdran keuangan
negara berdasarkan Pasal 1 angka 22 yang berbunyi:
“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, aturberharga, dan
barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai atkiperbuatan melawan
hukum baik sengaja maupun laldi®

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang NomoaHunt 2004

lahirnya undang-undang ini adalah Sebagai landalsakum pengelolaan

199 Arifin Soeria AtmadjaQp. Cit.,hal 73.

110

Indonesia, (g)Undang-Undang Tentang Perbendaharaan Negaid No. 1 Tahun
2004, LN No. 5 Tahun 2004, TLN No. 4355, Pasahdka 22
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keuangan negara tersebut, pada tanggal 5 April 888 diundangkan Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Nedadang-undang Nomor
17 Tahun 2003 ini menjabarkan lebih lanjut aturamaan pokok yang telah
ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Réplnglonesia Tahun 1945
ke dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan .n®gsuai dengan ketentuan
dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 17 Tahun 20@8ng Keuangan Negara,
dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawabarangen Negara yang
ditetapkan dalam APBN dan APBD, perlu ditetapkandda-kaidah hukum
administrasi keuangan negara. sehingga lahirnyatmtdndang Nomor 1 Tahun
2004 Tentang Perbendaharaan Negara merupakan egasieh dari Pasal 29
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang KeuaNgaara yang berbunyi
“Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara ndale@angka
pelaksanaan APBN dan APBD ditetapkan dalam ugdardang yang
mengatur perbendaharaan negara.”
Yang menjadi pertanyaan adalah kerugian dalamg®lrmaka dengan itu
kita harus mengetahui apakah pengertian perberaiharegara dalam Pasal 1
angka 1 berbunyi :
“Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pegdangjawaban
keuangan negara, termasuk investasi #akayaan yang dipisahkgnyang
ditetapkan dalam APBN dan APBD.”
Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahud Z@htang
Perbendaharaan Negara, perbendaharaan tersebpmitneli
a. Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara;
b. Pelaksanaan pendapatan dan belanjadaerah;
c. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara;
d. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah
e. Pengelolaan kas;
f. Pengelolaan piutang dan utang negara/daerabh;
g. Pengelolaan investasi dan barang milik negaeeétia
h. Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasiajamen keuangan
negara/daerah;
i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksaRRN/APBD,;
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J. Penyelesaian kerugian negara/daerah;
k.Pengelolaan Badan Layanan Umum;
I. Perumusan standar, kebijakan, serta sistem aeamegur yang berkaitan
sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 1, angkaaB2Pasal 2 Undang-
undang Perbendaharaan Negara, kerugian negarddddermasuk sampai
kekayaan negara yang dipisahkan.

3.3. Pengertian Kekayaan Negara Berdasarkan Undangadang Nomor 15
Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Taggng Jawab
Keuangan Negara.

Landasan Hukum dari lahirnya Undang-undang Nomordttun 2004 ini
adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentangh@an Negara dan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbenathaegard™ Pasal
23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiaum 1945 Amandemen
ke 4 mengamanatkan BPK untuk melaksanakpemeriksaan kinerja
pengelolaan keuangan negara Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk
mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi péidn lembaga perwakilan.
Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimdkan agar kegiatan yang
dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselern@gaisecara ekonomis dan
efisien serta memenuhi sasarannya secara eféktif

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2@94/ebutkan apa
yang dimaksud dengan pemeriksaan itu:

“Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalahalesis, dan evaluasi
yang dilakukan secara independen, obyektif, darfegronal berdasarkan
standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, keatn, kredibilitas, dan
keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggawab keuangan
negara.”

Yang berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang NdmoTrahun 2004

subyek hukum yang memeriksa adalah:

1 bid., (Konsiderans : Dasar Mengingat)

12 Indonesia, (h)Undang-Undang Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Damggung
Jawab Keuangan NegardJU No. 15 Tahun 2004, LN No. 66 Tahun 2004, TLN MdO00,
Penjelasan Umum, huruf B
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“Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas epigsaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negarakugfn atas nama
BPK.”llg
Karena berdasarkan Pasal 23E Undang-Undang DagabRelndonesia Tahun
1945 (Amandemen ke 4) mengamanatkan:

1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawakarignkeuangan
negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan lyebgs dan
mandiri.

2. Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepadan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan PerarakiRakyat
Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

3. Hasil pemeriksaan tersebut ditindak lanjuti ol&mbaga perwakilan
dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 208rupakan
pendelegasian dari UUD 1945 yang berbtiyi

“Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya dis@®RK, adalah Badan

Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam adadang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 yreenjadi ruang
lingkup pemeriksaan adalah meliputi seluruh unsuwakigan negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tak03 tentang
Keuangan Negara. Dengan demikian yang dimaksudatiepengertian keuangan
negara adalah yang menjadi obyek pemeriksaan BRkagang tertulis dalam
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentaegakgan Negara,
termasuk kekayaan negara yang dipisahkan sesual Pdsuruf (g) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

' |bid., Pasal 1 angka 3

1 bid., Pasal 1 angka 2
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3.4 Pengertian Kekayaan Negara Berdasarkan Undang+dang Nomor 15
Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Pengertian dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 28@6lis dalam
Pasal 1 angka 7 yang berbunyi:
“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajibagare yang dapat dinilai
dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa mengoun berupa barang yang
dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pstadaan hak dan kewajiban
tersebut.™
Pengertian ini sama dengan Pasal 1 angka 1 Undadgrd Nomor 17
Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, sedangkanmyanjgdi tugas dari BPK
dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 200&lada
“memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangegara yang dilakukan
olen Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaggaia lainnya, Bank
Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanrémum, Badan Usaha
Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang nedata keuangan negara.”
dalam undang-undang ini dijelaskan apa yang dinthkgmgan keuangan negara
yang menjadi tugas dari BPK (Badan Pemeriksa Keargngebagai pemeriksa
dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-UndangoNdrf Tahun 2006 ini
menyebutkan:
“Yang dimaksud dengan "keuangan negara” meliputns& unsur keuangan
negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undangy yamengatur
tentang keuangan negara. Yang dimaksud dengan dgmbatau badan
lain” antara lain: badan hukum milik negara, yayasayang mendapat
fasilitas negara, komisi-komisi yang dibentuk dengendang-undang, dan
badan swasta yang menerima dan/atau mengelola neggra.”™*®
Dengan kata lain yang termasuk dalam pemeriksaat &flah semua
unsur keuangan negara yang dimaksud dalam undatagzgnyang mengatur
tentang keuangan negara dan juga badan lain yamgagak swasta yang
menerima dan/atau mengelola uang negara sehinggailaapnengacu kepada

Undang-undang yang mengatur tentang Keuangan Negaka termasuk pula

115

Indonesia, (c)Op. Cit.,Pasal 1 angka 7

116

Ibid, Penjelasan Pasal 6 Ayat (1)
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kekayaan negara yang dipisahkan menjadi obyek pesaan BPK, karena

merupakan keuangan negara.

3.5 Pengertian Kekayaan Negara Berdasarkan Undang+dlang Nomor 19
Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 TgnBadan Usaha
Milik Negara, makalndonesische BedrijvenwéStaatblad Tahun 1927 Nomor
419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Unbangl2 Tahun 1955,
Undang-Undang No 19 Prp Tahun 1960 tentang Perarakiegara dan Undang-
Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan PeraRearerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentukh&ddegara menjadi
undang-undang menjadi tidak berlaku.

Pengertian keuangan negara dalam Undang-Undangati$n 2003
Tentang Badan Usaha Milik Negara dapat dilihat d@asal 1 angka 1 yang
berbunyi:

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya diseButMN, adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnyalikiimleh negara
melalui penyertaan secara langsung yang berasal kiztayaan negara yang
dipisahkan.**’

Kekayaan negara yang dipisahkan, sesuai dengahPasgka 10 adalah
Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaaarag@ng berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) udifaklikan penyertaan
modal negara pada Persero dan/atau Perum ser&qaerderbatas lainnya. Yang
dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kakayegara dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan peraye modal negara pada
BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaanidak lagi didasarkan
pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negarayn pembinaan dan

pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsipsaétaen yang sehdf

117

Indonesia, (d),Op. Cit.,Pasal 1 angka 1

118 |bid, Penjelasan Pasal 4 Ayat (1)
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Pada Pasal 11 Undang-undang 19 Tahun 2003 mengaibdwidnadap
Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-pryesg berlaku bagi perseroan
terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-UndangiNbmahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas. Dengan demikian Undang-undamgoN19 Tahun 2003
pada prinsipnya dalam hal pengelolaan Badan Usaligk Megara baik
manajemen maupun keuangan dilakukan berdasarkaentkah Perseroan
Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undamgoN& Tahun 199%°

Tentang Perseroan Terbatas.

3.5.1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usgray seluruh
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negaefalon penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan negara yansadkan®’. Peran BUMN
semakin penting sebagai pelopor dan atau periategrdsektor-sektor usaha yang
belum diminati swasta. Disamping itu, BUMN jugampnyai peran strategis
sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbangakask-kekuatan swasta
besar, dan turut membantu pengembangan usahak&peitasi. Dapat dikatakan
BUMN tidak hanya bergerak pada bidang usaha yamdgegis dan menyangkut
hajat hidup orang banyak, tetapi juga dalam bidasidghg yang seharusnya
cukup dilakukan oleh usaha swakta.

Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian @ayertaan pada
BUMN bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

b. Kapitalisasi Cadangan;

c.  Sumber Lain??

Yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Bdiegara (APBN) yaitu
meliputi pula proyek-proyek Anggaran Pendapatan Blelanja Negara (APBN)

119 Telah dicabut dengan, Undang-Undang Nomor 40 T&0v Tentang Perseroan
TLN 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 160

120 hid, Pasal 1 Angka (1)

121 Didik J Rachbini,Peran Ekonomi Negara Tinjauan Yuridis Dan Prakf{idakarta :
Prisma, 1992), hal 6

2 Indonesia, (d)Dp. Cit.,Pasal 4 Ayat (2)
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yang dikelola oleh BUMN yang dijadikan sebagai patgan modal negara,
Kapitalisasi cadangan adalah penambahan modalodiseing berasal dari
cadangan, sedangkan yang dimaksud dengan sumineydaiersebut, antara lain,
adalah keuntungan revaluasi aset.

a. Perusahaan Jawatan (Perjan

Perjan disusun sebagai suatu bagian dari departemedorat
jendral/direktorat/pemerintah daerah, sehingga paan salah satu bagian dari
susunan departemen/pemerintah daerah, perjan mgaipbhobungan hukum
publik. Bila ada tuntutan/dituntut, maka kedudukgmnisebagai pemerintah atau
seizin pemerintah.

Perjan dipimpin oleh seorang kepala (yang merupdkanahan suatu
bagian dari departemen/direktorat jendral/direktpeanerintah daerah), seperti
halnya dengan lembaga/badan lainnya mempunyai damperoleh segala
fasilitas negara, pegawainya pada pokoknya adaghvpai negeri. Pengawasan
dilakukan secara hirarki maupun secara fungsioeglersi bagian dari suatu
departemen/pemerintah daerah.

Pada saat ini tidak ada perusahaan dengan statugriR karena dalam
Pasal 9 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tela&deibanakan menjadi dua
bentuk saja.

b. Persero

Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebuer®eesdalah BUMN
yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnpagiedalam saham yang
seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satuspn) sahamnya dimiliki oleh
Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya ejangeuntungaf?® Modal
persero merupakan berasal dari kekayaan negara dipisgthkan, berdasarkan
Pasal 1 angka 10 yang dimaksud dengan dipisahkalatadkekayaan Negara
yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang betasahnggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertamodal negara pada
Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatasydai Dan berdasarkan
penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 19 Tahun Zeé&ng BUMN yang
dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kakayegara dari Anggaran

123 pid, Pasal 1 Ayat (2)
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Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan peraye modal negara pada
BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaaridak lagi didasarkan

pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negarayn pembinaan dan
pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsipsaétaan yang sehst.

Dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 19 Tahun 200®aimg Badan
Usaha Milik Negara memuat mengenai organ Persdta’§a: RUPS, Direksi,
dan Komisaris. Dan mengenai pengertian dari orgadimuat dalam UU Nomor
1 Tahun 1995.

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 1 Ta@895 Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yamggang kekuasaan
tertinggi dalam perseroan dan memegang segala veegerang tidak diserahkan
kepada Direksi atau Komisalf& Pasal 1 angka 4 Direksi adalah organ perseroan
yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan gansentuk kepentingan dan
tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik aland maupun di luar
pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Bassedangkan dalam Pasal 1
angka 5 Komisaris adalah organ perseroan yangdartmelakukan pengawasan
secara umum dan atau khusus serta memberikan nhasipp@da Direksi dalam

menjalankan persero&fi

24bid, Penjelasan Pasal 4
'2Ibid, Pasal 13

126 |ndonesia, ((e)Op Cit., Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 1
Tahun 1995, LN No. 13 Tahun 1995, TLN No. 3587 a@PasAngka (3). Undang-Undang ini telah
dicabut dengan Penggantian Undang-Undang Nomora#@im 2007 Tentang Perseroan Terbatas
LN 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Dalam UU Rapat Wm®Pemegang Saham, yang
selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroag yempunyai wewenang yang tidak
diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris ddbatas yang ditentukan Undang-Undang ini
dan/atau anggaran dasar, Pasal 1 angka 4

2bid, Pasal 1 angka 4, dalam Undang-Undang 40 Tahu@ Z@Bitang Perseroan
Terbatas pengertian Direksi Berbunyi : Direksi alalDrgan Perseroan yang berwenang dan
bertanggungjawab penuh atas pengurusan Persertidnk@apentingan Perseroan, sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Persebaik di dalam maupun di luar pengadilan
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

128hid, Pasal 1 angka 5, dalam Undang-Undang Nomor 4Quia2007 Tentang
Perseroan Terbatas didepan kata Komisaris ditandemigan kata Dewan Komisaris dengan

Pengertian Dewan Komisaris adalah Organ Perseraag pertugas melakukan pengawasan
secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaarserta memberi nasihat kepada Direksi.
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Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepadaita disertai dengan
dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengarieMel eknis dan Menteri
Keuangart?®
c. Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perualaha@UMN yang
seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagis saham, yang bertujuan
untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan bararigtdarasa yang bermutu
tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasagkansip pengelolaan
perusahaar’

Pendirian Perum diusulkan oleh Menteri kepada Beesdisertai dengan
dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengarieMeleknis dan Menteri
Keuangar®* Perum yang didirikan sebagaimana dimaksud mengiersiatus
badan hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemterintentang
pendiriannya>* Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggaralamausng
bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyethasng dan/atau jasa yang
berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masgiaberdasarkan prinsip
pengelolaan perusahaan yang séffabrgan Perum adalah Menteri, Direksi, dan
Dewan Pengawds’ Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat
perbuatan hukum yang dibuat Perum dan tidak begtarggjawab atas kerugian
Perum melebihi nilai kekayaan negara yang telalisalyan ke dalam Perum,
kecuali apabila Menteri:

a. Baik langsung maupun tidak langsung dengandittkauk memanfaatkan

Perum semata-mata untuk kepentingan pribadi;
b. Terlibat dalam perbuatan melawan hukum yangkdkan oleh Perum;

atau

129 |ndonesia , (d)Qp. Cit.,Pasal 10
130 |bid, Pasal 1 angka 4
131 i
Ibid, Pasal 35 Ayat (1)
132 |bid, Pasal 35 Ayat (2)
133 |bid., Pasal 36 Ayat (1)

13%1bid., Pasal 37
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c. Langsung maupun tidak langsung secara melawamniunenggunakan

kekayaan Perurf??
Sebelum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mendmmduk-bentuk
perusahaan negara diatur dalam Peraturan PemeHRategganti Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1960 Pasal 1menyebutkan:
“Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undanig
yang dimaksud dengan perusahaan negara ialah semua
perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk
seluruhnya merupakan kekayaan Negara Republik keslan
kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasark#ndang-
undang.”%¢

Dan dalam Pasal 6 menyebutkan:

1 Modal perusahaan negara terdiri dari kekayaaamegng dipisahkan;

2 Modal perusahaan negara tidak terbagi atas sahbham;

3 Semua aldtquide disimpan dalam bank yang ditunjuk oleh Pemerifitah.

Sedangkan jenis perusahaan yang dimaksud tercardatam Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahus® 1Pasal 1 yang

menyebutkan: Kecuali dengan atau berdasarkan Unagiach@ng, ditetapkan lain,

usaha-usaha Negara berbentuk perusahaan dibedzkam d

1. Perusahaan Jawatan, disingkat PERDJAN;

2. Perusahaan Umum, disingkat PERUM,;

3. Perusahaan Perseroan, disingkat PERSERO.

Dan Pasal 2 menyebutkan:
1. PERJAN adalah Perusahaan Negara yang didirikardiddéunr menurut

ketentuanketentuan yang termaktub dalam IndonesiBaurijvenwet

13%hid., Pasal 39

¢ Indonesia, (i), Peraturan Pemerintah Penggantabgdindang Nomor 19 Tahun

1960, LN No. 59 Tahun 1960, TLN No. 1989, Pasal 1
7 Ibid., Pasal 6

138

Indonesia, (j), Peraturan Pemerintah Pengganti hipmdlindang Nomor 1 Tahun 1969,
LN No. 16 Tahun 1969, TLN No. 2890, Pasal 1
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(Stbl. 1927: 419 sebagaimana yang telah beberapadikdbah dan
ditambah).

2. PERUM adalah Perusahaan Negara yang didirikan deturd
berdasarkan ketentuanketentuan yang termaktub datetang-undang
No. 19 Prp. tahun 1960.

3. PERSERO adalah penyertaan Negara dalam persendstats seperti
diatur menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undangangd Hukum
Dagang (Stbl. 1847: 23 sebagaimana yang telah d&eddali diubah
dan ditambahj*

Dan dalam Pasal 3 Menyebutkan baffa

1. Penyertaan Negara dalam suatu PERSERO sebagayayagaersebut
dalam ayat (3) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pendg$jaaang-undang
ini berupa dan berasal dari kekayaan Negara ygngatiikan.

2. Pemisahan kekayaan Negara untuk dijadikan moadslgr@an Negara
dalam PERSERO dilaksanakan sesuai dengan ketepiramdang-
undangan yang berlaku.

3. Cara-cara penyertaan dan penatausahaan pemilikegar& atas
PERSERO akan diatur lebih lanjut dengan Peratueaneifintah.

Dengan demikian pasal-pasal dalam BUMN khususnyagemai pendirian

persero menyebutkan bahwa modal yang digunakark ygtsero adalah modal
yang dipisahkan. Bagi usaha-usaha Negara yandhsdidaikan berdasarkan

dan/atau sudah tunduk kepada ketentuan-ketentda#.|(Stbl. 1927 : 419) atau

hukum perseroan terbatas menurut Kitab Undang-unétarkum Dagang (Stbl.

1847 : 23) tidak diperlukan adanya ketentuan peaali selain dari menyebutkan
bentuknya sebagai PERJAN atau PERSERO. Perusabaasapaan ini tetap

melakukan tugas dan kewajibannya dengan keduduaarbdntuk hukum yang

telah dimilikinya secara sah dan selanjutnya tunklefiada ketentuan-ketentuan
yang berlaku bagi PERJAN, atau PERSERD.

39 |pid., Pasal 2
149 1hid., Pasal 3

141 |bid., Penjelasan Umum, Huruf B
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3.6.Pengertian Kekayaan Negara Menurut Prof. ArifinSoeria Atmadja, S.H

Definisi Keuangan Negara dapat dipahami atas tigarpretasi atau
penafsiran terhadap Pasal 23 UUD 1945 (Asli) yangrupakan landasan
konstitusional keuangan negara, yaitu penafsiraiapa adalah sebagai berikut.

“...pengertian keuangan negara diartikan secara p#mdan
untuk itu dapat disebutkan sebagai keuangan negilam
arti sempit, yang hanya meliputi keuangan negarangya
bersumber pada APBN, sebagai suatu sub-sistem sieatiu
sistem keuangan negara dalam arti sempit.”

Jika didasarkan pada rumusan tersebut, keuanggeran@dalah semua
aspek yang tercakup dalam APBN yang diajukan oksiguintah kepada DPR
setiap tahunnya. Dengan kata lain APBN merupakakrigsi keuangan negara
dalam arti sempit sehingga pengawasan terhadap ARBJd merupakan
pengawasan terhadap keuangan negara.

Sementara itu, penafsiran kedua berkaitan dengsod®a sistematik dan
historis yang menyatakan sebagai berikut.

“... keuangan negara dalam arti luas, yang meligkguangan
negara yang berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMDnda
pada hakikatnya seluruh harta kekayaan negara, gaba
suatu sistem keuangan negara...”

Makna tersebut mengandung pemahaman keuanganandgkam arti
luas, yaitu segala sesuatu kegiatan atau aktifaag berkaitan erat dengan uang
yang diterima atau bentuk berdasarkan hak istimeggara untuk kepentingan
publik. Pemahaman tersebut kemudian lebih diaralgeata dua hal, yaitu hak
dan kewajiban negara yang timbul dan makna keuamnggara. adapun yang
dimaksud dengan keuangan tersebut adalah hak nekemp uang; hak
mendatangkan hasil, hak melakukan pungutan; hak imem dan hak
memaksa. Adapun kewajiban adalah kewajiban mengehaggan tugas negara
demi kepentingan masyarakat, dan kewajiban membaglkhak tagihan pihak
ketiga berdasarkan hubungan hukum atau hubungaughu
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Penafsiran ketiga dilakukan melalui pendekatatersiatis darteleologis
atausosiologisterhadap keuangan negara yang dapat memberikafspan yang
relatif lebih akurat sesuai dengan tujuannya. Mdkya adalah sebagai berikut.

“...Apabila tujuan menafsirkan keuangan negara &mst
dimaksudkan untuk mengetahui sistem pengurusan dan
pertanggung jawabannya, maka pengertian keuanga@ganae
tersebut adalah sempit, artinya pengelolaan dan
pertanggungjawaban  keuangan negara hanya berlaku
ketentuan tentang keuangan negara, seperti Undamgablg
17/2003, UU 1/2004, dan UU 15/2004. Selanjutnya geeai
pengertian keuangan negara, apabila pendekatannya
dilakukan dengan menggunakan cara penfsiran sidisrdan
teleologis untuk mengetahui sistem pengawasan atau
pemeriksaan pertanggungjawaban, pengertian keuangan
negara itu adalah dalam pengertian keuangan negiakam

arti luas, yakni termasuk didalamnya keuangan ybegada
dalam APBN, APBD, BUMN/BUMD dan pada hakikatnya
seluruh kekayaan negara merupakan objek pemeriksiaan
pengawasan...”

Penafsiran ketiga inilah yang tampak paling esérmgan dinamis dalam
menjawab berbagai perkembangan yang ada didalaryara&at. Bagaimanapun
penfsiran demikian akan sejalan dengan perkembangemyarakat dewasa ini
yang menuntut adanya kecepatan tindakan dan kahijakhususnya dari
pemerintah baik yang berdasarkan atas hukrenhthandeliny maupun yang
berdasarkan atas faktéeifelijke handeliny Dengan penafsiran ketiga ini juga
terlinat betapa ketat dan kedap amf{erdichj perumusan keuangan negara dalam
aspek pengelolaan dan tanggung jawabaritfya.

Selanjutnya Arifin Soeria Atmadja membedakan Batakum melalui
ditinjau dari sudut kewenangan yang dimilikinya,ityabadan hukum publik
(personne moraleyang mempunyai kewenangan megeluarkan kebijakiéiikp
baik yang mengikat umum (contoh, undang-undanggp@kpn) maupun yang

142 Arifin Soeria AtmadjaOp. Cit.,hal 98-100
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tidak (contoh, undang-undang APBN), dan badan hukpnwat (ersonne
juridique) yang tidak mempunyai kewenangan mengeluarkanjaten publik
yang dapat mengikat masyarakat untm.
Untuk badan hukum sendiri Pasal 1653 KUHPerdataystautkan sedagai
berikut:
“selain perseroan perdata sejati, perhimpunan oramgng
sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, bada
hukum yang diadakan kekuasaan umum, atau diak@gseb
demikian, atau badan hukum itu diterima sebagai gyan
diperkenankan atau telah didirikan untuk maksudteteiu
yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau
kesusilaan.***
Berdasarkan rumusan tersebut terdapat 3 (tiga9 Jeadan hukum ditinjau
dari pembentukannya yang terdiri atas :
a. Badan hukum yang diadakan oleh pemerintah;
b. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah;

c. Badan hukum dengan konstruksi keperdataan.

3.7. Fatwa Mahakamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006
Kaitannya dengan kekayaan negara yang dipisahkan
Menurut Arifin Soeria Atmadja keuangan BUMN (Peojerbukan
merupakan keuangan negara, karena berdasarkanlaganjePasal 4 ayat (1)
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menyebutkan:
“Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahelayaan
negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negarduk
dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untilkrgutnya
pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasargada sistem

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun peaabi dan

1431bid., hal 122-123

"4 Subekti Dan R. TjitrosudibioKitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet Ke-39,
(Jakarta : PT. Paramitha, 2008), Pasal 1653

145 Arifin Soeria AtmadjaOp. Cit, hal 128
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pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip [sahaan yang
sehat.™°

Karena dari segi teori hukum kekayaan negara/dageaty dipisahkan pada
BUMN/BUMD sudah tidak lagi merupakan kekayaan baddmukum
negara/daerah karena telah terjadi “transformagummi status yurudis uang
tersebut dari keuangan negara/daerah sebagai keuanglik menjadi keuangan
badan hukum lain yang bersattus yuridis badan hukwirat. Ketentuan ini
diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Fatwa Mahkamaigung no.
WKMA/Yud/20/V111/2006, yang pada intinya mengacudaapenjelasan pasal 4
ayat (1) undang-undang nomor 19 Tahun 2003, mekaathahwa keuangan
BUMN (Persero) bukan lagi merupakan keuangan negaf@ngga pengelolaan
dan pertanggung jawabannya tidak lagi didasarkda pstem APBN?’

Dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, MahkangaimgAdapat
memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat atabakum kepada lembaga
negara dan lembaga pemerintahan apabila dimintay y@enunjukkan adanya
hubungan pengadilan dengan lembaga negara maumirade pemerintahdf®
Pada tanggal 16 Agustus 2006, Mahkamah Agung meadeln fatwa atas
permintaan dari menteri keuangan, adapun fatwa Eabk Agung tersebut
menyatakan tagihan BUMN bukan tagihan negara kaB&HdN yang berbentuk
persero tunduk pada undang-undang Perseroan Teithatdang-undang Nomor
1 Tahun 1995 telah dicabut dengan Undang-undangoNei Tahun 2007).
Dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat kekayegara terpisah dari
kekayaan BUMN Persero dan keuangan BUMN bukan naé@arp keuangan

negara.

8 |pid., hal xxii
%7 Ibid., hal xix

148 |ndonesia, (K)Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakinkdld No. 4 Tahun
2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, LN No. 8 Tahw#2ULN No.4358, Pasal 27, Undang-
Undang Dicabut Dengan Penggantian Undang-UndantpiigrkKekuasaan Kehakiman, UU No.
48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 50D&lam Pasal 22 Yang Berbunyi
Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimdrgrdpn nasihat masalah hukum kepada
lembaga negara dan lembaga pemerintahan.
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Namun menurut Bagir Manan (Ketua Mahkamah Agungapsahat itu)
mengatakan, fatwa tersebut berkaitan dengan pe@yemodal pemerintah dalam
sebuah perseroan terbatas yang bernama BUMN. Dehgaikian, aturan PT
yang berlaku, termasuk uang pemerintah yang maspé&rksahaan itu, dikatakan
sebagai penyertaan modal pemerintah. Dengan demi@mg digunakan adalah
rezim hukum keperdataan sehingga tidak dapat digeadpkan dengan
kepidanaar*®

Dengan demikian fatwa Mahkamah Agung tersebut tida#la
hubungannya dengan perbuatan pidana khususnyaskokapena fatwa tersebut
hanya berkaitan dengan penyertaan modal pemeridéddim bentuk BUMN
(Persero) yang berlaku adalah hukum perdata bukduinh pidana terutama

undang-undang korupsi.

149 Harian KompasRubrik Politik Dan Hukum, Sabtu 30 September 2006, hal 3
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BAB 4

PENERAPAN ASAS DE AUTONOMIE VAN HET MATERIELE
STRAFRECHT Kasus PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia)

4.1. Kasus Posisi
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksandangadili perkara
pidana dalam tingkat pertama, telah menjatuhkamnigam atas nama terdakwa
Sudjiono Timan dengan Nomor : 1440/Pid.B/2001/Pldk.Sel Jo Putusan
Mahkamah Agung Nomor 434 K/Pid/2003. Sudjiono Tinsebagai Direktur
utama PT (Persero) bahan Pembinaan Usaha Indosegsia tanggal 4-3-1993
sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan rapat ‘@Baria Pembinaan Usaha
Indonesia” No : 17 tertanggal 8-3-1993 yang dibdidtadapan Notaris Adrian
Djuaini, S.H, dan dikuatkan dengan Surat KeputlBarsama Menteri Keuangan
Republik Indonesia dan gubernur Bank Indonesia NamMa@7/KMK. 016/1994
27/4/KEP/GB
Bahwa pelaku sebagai Direktur Utama sebuah BadamhdJMilik Negara

(BUMN), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Notofahun 1995
Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PUI, Ba terdakwa
berkewajiban untuk mengelola PT. BPUI dengan petantygung jawab dan
itikad baik, dengan mengindahkan peraturan perupdadangan yang berlaku
termasuk menerapkan prinsip kehati-hatiBru@lentia) dalam pengelolaan aset
negara. la terdakwa juga berkewajiban menjalaniengahaan PT. BPUI sesuai
dengan Maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengggaram Dasar Pserseroan
tersebut, yaitu :

1. Kegiatan Usaha yang dilakukan PT. BPUI harus diajupada Pengusaha

Nasional kecil dan Menengah, dan
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2. Tidak boleh mengabaikan kaidah-kaidah (asas-asas$3&ha yang sehat.
Bahwa di PT. BPUI dalam hal pemberian pinjaman #appihak-pihak

lain prosesnya mengacu pada ketentuan umum mengenaip kehati-hatian
dalam pemberian kredit/pinjaman serta pedoman rearej) resiko revisi 1.4, 13
Mei 1995. Termasuk didalamnya larangan melakukaanstaksi yang
menimbulkan Benturan Kepentingaooffilct of interest Adapun mekanisme
proses pemberian pinjaman/kredibén), pnempatan danaPlacement ataupun
penjaminan Aval/Borg dari PT. BPUI kepada pihak-pihak lain dan atau

penempatan dan&lacementadalah :

1. Pertama-tama pihak calon debitur mengajukan permarho
pinjaman
2. Atas permohonan tersebfitcount Officeryang ditunjuk membuat

Investment Memorandunfatau Investment Men)oyang berisi
analisa kelayakan pinjaman tersebut

3. Investment Memorandum tersebutb selanjutnya diajukatuk

diteliti dan diberi persetujuan oleh Investment oditte.
Investment Committe ini terdiri dari para direkdi.BBPUI yaitu :
terdakwa Sudjiono Timan, hario Suprobo, Hadi Rudhn
Witjaksono Abadiman.

Sebagai Anggota Investment Committe, baik ia tesdaknaupun para
Direksi PT. BPUI lain yaitu : Hadi Rusli, Hario Swbo, Witjaksono Abadiman
juga berkewajiban untuk menilai kelayakan usulamgaksi yang diajukan oleh
Account Officerserta menolak transaksi-transaksi yang beresiggityang akan
merugikan perusahaan PT. BPUI.

Bahwa Sudjiono Timan selaku Direktur Utama PT. Balembinaan
Usaha Indonesia (PT. BPUI) telah bekerja sama detegaannya bernama Agus
Anwar selaku pemilik Kredit Asia Finance Limited AKL) yang berkedudukan
di 20/F, EURO Trade Center, 21-23 Des vooux Roadtr@k Hongkong untuk
mengatur beberapa transaksi untuk mengatur bebérapsaksi menggunakan
KAFL sebagai perusahaan yang akan digunakan sebagaia atau vihicle untuk
mengalirkan dana dari Badan Usaha Milik Negara (BUNRT. BPUI, yang akan
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diteruskan kepada pihak-pihak lainnya. Perusaha#i| Ksekalipun dibuat
berkedudukan di Hongkong, namun lebih banyak dikedoJakarta

la terdakwa Sudjiono Timan menugaskan saksi Angkinkhwan sebagai
Account Officerdalam mengalirkan dana dari PT. BPUI menggunakatoku
penempatan danaPlacement ke KAFL. la terdakwa memperkenalkan saksi
Angki Hermawan kepada Agus Anwar dan Franky Afasdbagai pemilik
pengelola KAFL.

Bahwa ia terdakwa Sudjiono Timan selaku Direktuarda PT. BPUI
bersama-sama Direktur PT. BPUI yang lain itu yaihadi Rusli, Hario Suprobo,
Witjaksono Abadiman telah mengalirkan dana dari BPUI tersebut dengan
caraPlacement lingpenempatan dana) yaitu melalui pembeRaomissory Note
(surat utang) yang diterbitkan oleh KAFL, dengaasah bahwa KAFL adalah
sebuahMulti Company(Perusahaan Jasa Keuangan)

Bahwa dengan menggunakan cara/tehnik penemp®&iacefment dana
tersebut, ia terdakwa bersama-sama Direktur PT.IBRUdg lain yaitu : Hadi
Rusli, Hario Suprobo, Witjaksono Abadiman, mengditanhwa untuk aliran dana
tersebut menjadi tidak memerlukan agunan(Jamin@iagaimana layaknya
apabila menggunakan bentuk pinjaman/ kredit. Dengama penggunaan
pembelianPromissory Notderdakwa mengatur bahwa selain tidak memerlukan
agunan, juga untuk mengelabui seakan-akan bahwaisdory Note KAFL yang
dibeli oleh PT. BPUI tersebut merupak@ommercial PapeilSurat Berharga).
Hal itu bertentangan dengan prosedur umum keh&arhalalam pembelian
Commercial Paper yang mensyaratkan rating dari lembaga keuangam ya
terpercaya, dan memerlukan analikee dilligenceterhadap perusahaan penerbit
Commercial Paper.

Bahwa ia terdakwa bersama-sama Direktur PT. DireRtu BPUI yang
lain Yaitu : Hadi Rusli, Hario Suprobo, Witjaksondbadiman mengatur
pengaliran dana melalui atau kepada KAFL tersaterigan mengabaikan
prinsip-prinsip  umum  kehati-hatian Prudentia) dalam  pemberian
pinjaman/kredit atau investasi, dimana aliran deansebut dilakukan denagan :

a. Tidak menggunakan bentuk pinjaman kredit, sehinggdrL tidak

menyerahkan agunan/jaminan kepada PT. BPUI
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Tidak pernah melakukasue dilligenceterhadap KAFL, untuk meneliti
kemampuan KAFL mengembalikan hutang-hutangnya kepBd.
BPUI

Pembelian Promissory NoteKAFL dilakukan tanpa melalui agen
penerbitCommercial Paperyang wajar.Promisory NoteKAFL tidak
memenuhi kriteria yang wajar sebag@ammercial Papedengan rating
yang baik untuk kepentingan investasi.

Terhadap PT Elok penyaluran dana secara dua tawapsiep melalui

KAFL, ia terdakwa dengan sengaja tidak menerapkeansip kehati-hatian
(Prudentia)

Telah tidak melakukan tindakan-tindakan yang digerh untuk

menghindari kerugian bagi PT.BPUI, dan tidak mekaku analisa kelayakan

yang mendalam sebelum menyetujui pengaliran dareadee Kredit Asia

Financeltd., antara lain:

1.

Tidak melakukandue-dilligenceterhadap calon debitur (Kredit Asia

Finance Ltd.) untuk meneliti kemampuan calon dehiengembalikan

dana PT. BPUI di kemudian hari.

Tidak melakukanlegal Audit (Penelitian Status Hukum Perusahaan)

terhadap calon debitur (Kreditur Asia Finance Luhfuk meneliti dan

memperhitungkan langkah-langkah hukum yang dipariuk

Tidak melakukardue-dilligenceterhadap investasi yang akan dilakukan

sehubungan dengan penggunaan dana yang beradald&i Ul
Pengaliran dana senilai USD 19.025.502,00 padaytdr&Februari 1997

kerekening Jubilee Venture Limited, yang menurutldkwa adalah pinjaman

kepada Penta Invesment Ltd. Tersebut

1.
2.
3.

Tanpa dilengkapi perjanjian apapun

Tidak memenuhi prosedur yang berlaku di PT. BPUI

la terdakwa telah dengan sengaja menerapkan prikeiyati-hatian
(Prudentia) dalam proses pemberian pinjaman/ kredit yang pakan
prinsip umum yang berlaku dalam setiap pemberigjapian
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4. Pinjaman kepada Penta Investment Limited yang barbaerusahaan di
British Virgin Island tersebut, bertentangan dengaaksud dan tujuan

usaha PT. BPUI, sebagaimana diatur dalam AnggasaarD

Dakwaan Primer

Oleh karena terdakwa Sudjiono Timan telah melakukmrbuatan
melawan hukum, yaitu dalam penyaluran dana kepaeéditkAsia Finance
Limited, Festival Company Inc, dan Penta Investmemited, serta penggunaan
fasilitas Rekening Dana InvestasiR(§l), dan perbuatan tersebut telah
memperkaya pihak-pihak sebagaimana telah diuraileasebut diatas, serta
mengakibatkan kerugian negara sebesar USD 178(®U93B (seratus sembilan
puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh thadelapan ratus satu dollar
Amerika Serikat dan sembilan puluh tiga sen) dan3B.444.905.115,56 (tiga
ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus erppath enam juta sembilan
ratus lima belas rupiah dan lima puluh enam seakanterdakwa tela melakukan
tindak pidana korupsi melanggar Pasal 1 ayat (fh)asjo Pasal 28 jo Pasal 34 c
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Undang-Undamigndd 31 Tahun 1999
jo Pasal 1 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-Rasal 65 ayat (1) KUHP

Dakwaan Subsider
oleh karena terdakwa Sudjiono Timan dalam penyalutana kepada

Kredit Asia Finance Limited, festival Company InPan Penta Investment
Limited, serta penggunaan fasilitas Rekening Danaedtasi (RDI), bertujuan

menguntungkan diri sendiri atau pihak-pihak selragaa yang diuraikan tersebut
diatas dalam dakwaan subsidair, telah menyalah kgunakewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karertanjadtau kedududkan
sebagai Direktur Utama PT. BPUI yang dapat merugikeuangan negara
sebesar USD 178,942,801,93 (seratus sembilan jpgiaipan juta sembilan ratus
empat puluh dua ribu delapan ratus satu dollar A@eBerikat dan sembilan
puluh tiga sen), dan Rp 369.444.905.115,56 (tigasr&nam puluh sembilan
miliar empat ratus empat puluh enam juta sembiédasrlima belas rupiah dan
lima puluh enam sen), maka terdakwa telah melakukatak pidana korupsi

melanggara Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28g3al B4 jo ¢ Undang-Undang
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Nomor 3 Tahun 1971 jo Undang-Undang Nomor 31 Tat@®9 jo Pasal 1 ayat
(1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 &/pKUHP

Putusan Pengadilan Jakarta selatan

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada tealak@&udjiono
Timan tersebut terbukti akan tetapi perbuatan betsbukan merupakan
tindak pidana

2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum
Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukam harkat
martabatnya

4. Memerintahkan barang bukti berupa surat-surat Nomb#l12
dikembalikan kepada yang berhak

5. Menetapkan biaya perkara Rp. 7.500,- (tujuh rimalratus rupiah)

4.2. Putusan Mahkamah Agung

Bahwajudex factietelah salah dalam menafsirkan pengertian “melawan
hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayadufd)A Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1971, sehingga telah salah pula dal@merapkan hukum
pembuktian sehubungan dengan unsur “melawan hukiam’tindak pidana yang
didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Primair;

Bahwa sehubungan dengan pengertian “melawan huldat@m tindak
pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasghtl(®) sub. a Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1971 perlu dikemukakan selsyekut:

1. Bahwa penjelasan Undang-Undang nomor 3 tahun 18#&hjelaskan
dengan mengemukakan sarana melawan hukum yang nuemgp
pengertian formil dan materil, maka dimaksudkanragapaya lebih
mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan gapgt dihukum,
yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain ataatu badan, daripada
memenuhi  ketentuan untuk membuktikan lebih dahuldanga
kejahatan/pelanggaran seperti disyaratkan oleh nptlendang Nomor 24
Prp Tahun 1960

Universitas Indonesia

Penerapan asas ..., Erwin Matondang, FH Ul, 2011



77

2. Bahwa penjelasan umum dalam Pasal 2ayat (1) UAdadgng Nomor
31 Tahun 1971, mengemukakan bahwa pengertian “raelafmukum”
dalam rumusan tindak pidana korupsi, mencakup pé¢abu melawan
hukum dalam arti formil maupun dalam arti matenigkni meskipun
perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundangiugeh, namun apabila
perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidakasedengan rasa
keadilan dalam masyarakat, maka perbuatan tergepat dipidana ;

3. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggalS2ptember
1983 Reg. No. 275 K/Pid/1983 dalam pertimbangamgagemukakan :

“Menimbang bahwa menurut Mahkamah Agung penafsieainadap
“Perbuatan melawan hukum” tidak tepat, jika hah@éya dihubungkan
dengan policy perkreditan direksi yang menurut Redilgn Negeri tidak
melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidanakga tetapi sesuai
dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilkumhseharusnya
hal itu diukur berdasarkan asas-asas yang bersifatim menurut
kepatuhan dalam masyarakat” ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian “melawanurhtik
tersebut diatas, yang telah diterapkan dalam potidéahkamah Agung
tersebut, maka Mahkamah Agung dalam perkara inh akanerapkan
pengertian “melawan hukunsecara materiil dalam fungsi positif

Menimbang bahwa dengan sehubungan unsur “melaw&antiu
dengan pengertian tersebut diatas, dalam kaitadeygan terdakwa perlu
dikemukakan fakta-fakta yang terbukti dipersidang@ipagai berikut :

1. Mengenai Transaksi PT. BPUI dengan KAFL :

Bahwa mengenai sehubungan dengan hal tersebul tetAukti

fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa sebagdiuieri

* Mengalirkan pinjaman kepada KAFL dalam jumlah bedamgan
modus operandi pembelidgromissory NotédCommercial Paper

* Mengalirkan pinjaman kepada KAFL dengan tujuan rdgkan
kepada pihak tertentu yang ditentukan oleh terdakya#u PT.
Elok Unggul, Festival Company dan PT. Primawira;
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* Mengalirkan pinjaman kepada PT. Primawira denganduso
operandi menjadi : avalis penerbit@ommercial Paper;

* Mengalirkan kepada KAFL sebesar Rp. 50. 000.00Q-0Qidna
puluh milyar) lebih besar dari yang diterima daanB Pelita dan
tidak sesuai dengan rencdnaestment Memo

* Mengalirkan dana dan memberikan perpanjangan setanaatis
tanpa due dilligencedengan hanya menerinfromissory Note
baru;

* Mengalirkan dana jumlah besar kepada KAFL secargpata
jaminan dan tidak dikembalikan (macet), sehinggaugi&an PT.
BPUI,

. Mengenai Transaksi PT. BPUI dengan Festival Companinc. ;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut terbukti-fakta tentang

perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

a. Mengalirkan dana pada Festival Company, sebuatspleaan
yang dibuat dan dipesan oleh Terdakwa sendiri;

* Mengalirkan dana PT. BPUI kepada Festival Company
untuk dikelola sendiri oleh terdakwa untuk membeli
saham luar negeri

b. MengenaiTwo-Step Loaisebesar lebih dari US $ 30 Juta ;
Bahwa sehubungan dengan hal tersebut terbukti -fakta
tentang perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

¢ Mengalirkan dana sebesar lebih dari US $ 30 Juta
secara bertahap melalui KAFLtwo step yang
disembunyikan dari pembukuan dan administrasi kredi
di PT. BPUI;

* Atas aliran dana two step tersebut terdakwa membuat
kesepakatan penghapusan utang KAFEEtter of set
off) yang tidak diberitahukan kepada PT. BPUI;

c. Mengenai pinjaman langsung sebesar US $ 36 Juta;
Bahwa sehubungan dengan hal tersebut terbukti -fakta

tentang perbuatan Terdakwa sebagai berikut:
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Mengalirkan dana sebesar US $ 36 Juta ke Festival
untuk membeli saham APC di Filipina, yang sudah
dinyatakan oleh saksi Angki Hermawan sebagai
berisiko tinggi;

Mengalirkan dana sebesar US $ 1 Juta kepada Prajogo
Pangestu Pribadi tidak sesuavestment memgang
disetujui;

Tidak melindungi kepentingan PT. BPUI dengan terus
menerus memperpanjang pinjaman tanpa analisa dan

ditandai dengan tanggal mundur 6 bulan kemudian;

3. Mengenai transaksi PT. BPUI dengan Penta Investmenttd,;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut fakta-faktang perbuatan

Terdakwa sebagai berikut :

Mengalirkan kurang lebih US $ 19 Juta tanpa ada
analisa damnvestment memlebih dahulu;

Merekayasa dibuatnya Internal Memo lebih dahulu

dengan tanggal mundur lebih dari setahun (1997 s/d
1998);

Membiarkan dana PT. BPUI diberikan selam 3 (tiga)

tahun (1997 s/d 2000) tanpa dokumen apapun, teknasu
perjanjian kredit dan lain-lain;

Mengalirkan dana dalam jumlah besar secara tanpa
agunan dan tidak dikembalikan (macet) sehingga
merugikan PT. BPUI,

4. Mengenai penggunaan dana RDI DEP-KEU Rp 250 Milyalguna

stabileser pasar modal, tidak sebagaimana tujuan peberian ;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut terbukti-fakta tentang

perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Tidak dilaksanakan persyaratan menampung dalam

rekening khusus BRI untuk pengawasan DEP-KEU,;
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* Dana sebesar Rp. 250 Milyar tidak digunakan untuk
stabilisasi dipasar modal di Indonesia, tetapi dakan
untuk membayar hutang dan operasional PT. BPUI;

* Melaporkan kepada DEP-KEU, saham dan surat
berharga yang dibeli dahulu merupakan refinancy
(membeli saham yang telah dimiliki oleh PT. BPUI

sendiri);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terseltas] membuktikan
adanya pelanggaran terdakwa terhadap ketentuamndAleggaran dasar PT
Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), surattgare Invest ment
Committetanggal 31 Agustus 1994 No. 100/BPUI-Memo/199RAPedoman
Manajemen ResikdCointer Guarantee Agreemeantara Bahana dengan Primara
tanggal 20 September 1996 dan Perjanjian Pinjain@am(Agreementanggal 10
September 1996 dan Perjanjian Rekening Investdsl) (RRnggal 16 September
19997 No. RDI-327/PP3/1997, kepatutan, baik atasrdasas-asas hukum umum
atau atas dasar kepatutan yang merupakan kewadgbdakwa untuk bertindak
cermat dan hati-hati terhadap orang lain, baraag haknya, apalagi kemudian
ternyata perbuatan tersebut telah menimbulkan kamudgar biasa kepada pihak
lain tersebut;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti terdakwahteimelanggar
ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka terpuldiperbuatan terdakawa telah
bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan bitlug bertindak cermat
terhadap orang lain, barang atau haknya, yang dadduni barang atau hak milik
PT. BPUI,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertigarandiatas,
menurut pendapat Mahakamah Agung bahwa unsur :a\mael hukum” dalam
arti melawan hukum secara materiil yang diterapttangan fungsi positif telah
terbukti dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa,

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan terdevas dan dengan
mengambil alih pertimbangan hukyodex factimengenai unsur-unsur lain dari
Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34datiirUndang Nomor 3 tahun
1971 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 jo Passlat (2) KUHP jo Pasal
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55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalakwdan Primair, Mahkamah
Agung berpendapat bahwa unsur-unsur lainnya dziek pidana tersebut telah
terbukti dipenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertigamantersebut
diatas Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdakwbakte secara sah dan
meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidaoaugdsi yang dilakukan
secara bersama-sama dan merupakan perbuatan uerlafgh karena itu

terdakwa harus dipidana.

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi
JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Jakart@lagan
tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakartagetanggal 25
November 2002 Nomor 1440/Pid.B/2001/PN.Jak.Sel ;

MENGADILI SENDIRI :

* Menyatakan bahwa terdakwa Sudjiono Timan terseblght terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah secara beraamaimelakukan
tindak pidana korupsi;

* Menghukum terdakwa Sudjiono Timan oleh karena i&mgan pidana
penjara selama 15 (lima belas tahun);

 Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalanakiead dengan
pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima pultdn rupiah) dengan
ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka keperdakwa dikenakan
hukuman pengganti berupa pidana kurungan selamaaén) bulan;

* Menghukum pula kepada terdakwa dengan pidana teaanbderupa
pembayaran uang pengganti sebesar US$ 98,000,0@&0ilan puluh
delapan juta dollar Amerika Serikat) dan Rp. 366.8@5.115,- (tiga ratus
enam puluh sembilan milyar empat ratus empat pehdm juta sembilan

ratus lima ribu seratus lima belas rupiah);
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 Membebankan kepada terdakwa tersebut untuk memlgypa perkara
dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkatsaini ditetapkan
sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

* Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratarelMaMahkamah
Agung pada hari : JUM’AT, TANGGAL 3 DESEMBER 2004eb Bagir
Manan, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majalisljo Alkostar,
SH., H Parman Soeparman, S.H., M.H., H. IskandamiKaS.H., dan
Arbijito, S.H., hakim-hakim anggota, dan diucapkiiam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis¢but dengan dihadiri
oleh hakim-hakim anggota tersebut, Rahmi Mulyath.SM.H, Panitera
Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasipma Terdakwa.

4.3. Analisis Dengan Penerapamie Autonomie Van Het Materiel Strafrecht
Berdasarkan fakta hukum diatas dengan dasar bafiw8HRJI (Bahan
Pembinaan Usaha Indonesia) adalah Badan Usaha Meédara berdasarkan
kepemilikan modal yang sahamnya dimilki oleh Depan Keuangan (82,2%)
dan Bank Indonesia (17,8%) dibentuk berdasarkaati@n Pemerintah Nomor
18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara.uBesdri perusahan PT
BPUI adalah Perusahaan Modal Ventukéer{ture Capital Companyadalah
badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalgoklpenyertaan modal
ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuabigyaesn ivestee
Company untuk jangka waktu tertentd’ Dilihat modalnya merupakan kekayaan
negara yang dipisahkan berdasarkan penjelasanuRere®emerintah Pengganti
undang-undang yang berbunyb€mua perusahaan yang berbentuk perseroan
terbatas yang diatur menurut hukum Kitab UndangamgiHukum Dagang (Stbl.
1847 : 23) baik yang saham-sahamnya untuk seluahmaupun untuk

*%ndonesia, Keputusan Presiden Tentang Lembaga Bygaali, Keppres No. 61 Tahun
1988, LN No. 53 Tahun 1988, Pasal 1 angka 11, yaladp dicabut dengan Peraturan Presiden
Tentang Lembaga Pembiayaan, Perpres No. 9 Tahi#) PRONo.

Pasal 1 angka 3 Perusahaan Modal VentMenture Capital Compafyadalah badan
usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertadal i@ dalam suatu Perusahaan yang
menerima bantuan pembiayadnvestee Compahpyntuk jangka waktu tertentu dalam bentuk
penyertaan saham, penyertaan melalui pembeliangadlikonversi, dan/atau pembiayaan
berdasarkan pembagian atas hasil usaha.
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sebagiannya dimiliki olen Negara dari kekayaan Neaggang dipisahkan
perusahaan ini dinamakan PERSER®® PT BPUI berbentuk Perseroan
Terbatas sehingga tunduk pada undang-undang tepensgroan terbatas yang
sebelumnya tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukugaba.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 Tentang tRpae
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tah&® T®ntang Bentuk-
Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang dalamalP3s ayat (1)
menyebutkan :

“Penyertaan Negara dalam suatu PERSERO sebagaimygarsy
tersebut dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang eruba dan berasal dari
kekayaan Negara yang dipisahkalt®

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang beeamtsan
Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 sub a dakwaan pnmegryebutkan:

“Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perhuata
memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau su@adan, yang secara
langsung atau tidak langsungnerugikan keuangan negaradan atau
perekonomian negara, atau diketahui atau patut k@ olehnya bahwa
perbuatan tersebut merugikan keuangan negara agaekonomian negara”

Dilihat dari undang-undang 9 Tahun 1969 tentangtule perusahaan
negara yang menyebutkan adanya kekayaan negaradygisghkan dan diatur
menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sedangladang-Undang
Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tinda&n®&idKorupsi tidak
membedakan kekayaan negara tersebut bahkan hanygelmgkan keuangan
negara, apakah yang dimaksud dengan keuangan negara

“ Keuangan negara seperti yang dimaksud oleh Undandang ini
meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/badakum yang
menggunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran daggara atau
masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dariyarakat tersebut

untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan lain-1af

132 Indonesia, (j), Undang-Undang Tentang Penetapaati®en Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969, UU No. 9 TahuB918N No. 40 Tahun 1969, TLN 2904

53 |Indonesia, (a)Qp. Cit.,
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Maka berdasarkan AsaBe Autonomie Van Het Materiele Strafrecht
bahwa mengenai perkataan yang sama, Hukum Pidana mgunyai otonomi
untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pegertian yang
terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetai jika hukum Pidana
tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat
cabang hukum lainnya, mengenai keuangan negara maka pengertian yang
digunakan dilihat dari modalnya adalah yang benmtasa pengertian dalam
penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1%figah demikian dalam
hal ini dapat diterapkan undang-undang Nomor 3 méely1.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap makdjiGo Timan
diputus oleh Mahkamah Agung atas dasar unsoreldwan hukum” dalam arti
melawan hukum secara materiil yang diterapkan denga fungsi positif yaitu
adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Anggaradasar PT Bahana
Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI)surat penetapaimvest ment Committe
tanggal 31 Agustus 1994 No. 100/BPUI-Memo/1994 RPR&doman Manajemen
Resiko, Cointer Guarantee Agreemeahtara Bahana dengan Primawira tanggal
20 September 1996 dan Perjanjian Pinjamboali Agreemeittanggal 10
September 1996 dan Perjanjian Rekening Dana Irsie$RDI) tanggal 16
September 19997 No. RDI-327/PP3/1997, kepatutaik, d&as dasar asas-asas
hukum umum atau atas dasar kepatutan yang merugakaajiban terdakwa
untuk bertindak cermat dan hati-hati terhadap orang barang atau haknya,
apalagi kemudian ternyata perbuatan tersebut t@@himbulkan kerugian luar
biasa kepada pihak lain tersebut.

Dalam kasus tersebut diatas yang menjadi obyek lipane peneliti
melawan hukum dalam penjelasan Pasal 1 sub a Undatagng Nomor 3 Tahun
1971 Ayat ini tidak menjadikan perbuatan melawarkumu sebagai suatu
perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawarurhukii adalah sarana
untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum yaiemperkaya diri sendiri”
atau "orang lain" atau "suatu badan."

Dalam kasus ini Mahkamah Agung menerapkan pelaaggterhadap
prinsip kehati-hatian dalam Perbankan (yang berlasapenjelasan Pasal 8
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undamgdd 10 Tahun 1998
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“Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risikeghingga dalam
pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asdsegitan yang sehat.
Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pembekeedit dalam arti keyakinan
atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk nglungangnya sesuai
dengan yang diperjanjikan merupakan faktor pentyagng harus diperhatikan
oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebuglgeb memberikan kredit,
bank harus melakukan penilaian yang seksama teghadatak, kemampuan,
modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. Ntegef bahwa agunan
menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredika apabila berdasarkan
unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinarasatkemampuan debitur
mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya bdvapang, proyek, atau hak
tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutaanah yang
kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitwmala yang bukti
kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-laiang sejenis dapat digunakan
sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunarufeerbarang yang tidak
berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, ytamim dikenal dengan
"agunan tambahan".”) merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum
(wederrechtelijk namun pelanggaran terhadap Pasal 8 Undang-dridamor 7
Tahun 1992 merupakan tindak pidana berdasarkan £asgat (2) huruf b yang
berbunyi : Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukamuk
memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalamtakb-undang ini dan
ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya ydeglaku bagi bank,
diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (engahun dan denda paling
banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)dhg telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sehingga bunyinya‘Tidak
melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan umeknastikan ketaatan bank
terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan rike@n peraturan
perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi batigancam dengan pidana
penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan pallama 8 (delapan) tahun
serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000i8@ (miliar rupiah) dan
paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliprah)."
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Sehingga perbuatan dari terdakwa tampak seperbapsrgan tindak
pidana atawoncursus idealiberdasarkan Pasal 63 KUHP yang berbunyi:

1. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satarapidana, maka
yang dikenakan hanya salah satu diantara aturamaatatu; jika
berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancamanapbkok
yang paling berat.

2. Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu apidana umum,
diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hgayg khusus
itulah yang dikenakan.

Untuk dapat menentukan mana yang khusus antara ngndalang
Nomor 3 tahun 1971 dengan Undang-Undang Nomor éntal992 Tentang
Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 angntPerubahan
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankake digunakanlah
Asas Systematische Specialitaittinya ketentuan pidana yang bersifat khusus
apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud uok
memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai sta ketentuan pidana
yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus ati khusus yang telah
ada. Misalnya, subyek personal, obyek dugaan perbuatarg yilanggar, alat
bukti yang diperoleh, lingkungan dan arekelicti berada dalam konteks
perbankan.

Dilihat dari perbuatannya terdakwa telah melangugansip kehati-hatian
dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992ngablg-Undang Nomor
10 Tahun 1998 secara rinci undang-undang Perbamk@nyebutkan unsur
tentang perbuatan ini (Prinsip Kehati-hatian) tddm pelanggarnya dapat
dikenakan pidana berdasarkan Pasal 49 ayat (2 hlurisedangkan Undang-
Undang 3 Tahun 1971 hanya mengatakan perbuataebtgrselah melawan
hukum yang mengacu pada prinsip kehati-hatian dadamberian kredit yang
pada Undang-Undang Perbankan dan tidak memuat ymswip kehati-hatian
dengan kata lain maka yang tepat untuk digunakdandd&asus ini adalah
Undang-Undang Perbankan yang memuat secara rintanig prinsip kehati-

hatian.
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Analisis berdasarkaAsas De Autonomie Van Het Materiele Strafrenht
pun dapat memiliki pendapat yang sama dengan putddahkamah Agung
dengan kronologis adalah : Sudjiono Timan tidak engpkan Prinsip Kehati-
kehatian yang hanya diatur dalam Undang-Undan@ Nlahun 1992 jo Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 namun karena bentukaugaig dijalankannya
adalah Modal Ventura berdasarkan Keppres Nomor &1iuff 1988 maka ruang
lingkup dari perbuatan Sudjiono Timan tidak maswtach pelanggaran atau
kejahatan dibidang Perbankan, melainkan dalam badga pembiayaan yang
dalam aktifitas hukumnya tidak diatur mengenai giprkehati-hatian atau tidak
memuat tentang pengertian dari prinsip kehati-hatghingga Pasal 8 jo Pasal 49
ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 jo Unddndang Nomor 10
Tahun 1998 tidak dapat diterapkan, maka untuk éuepaparasas de autonomie
van het materiele van strafreciiahwa mengenai perkataan yang sama, Hukum
Pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengesteang berbeda dengan
pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukummya, akan tetapi jika
hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergamagengertian yang
terdapat cabang hukum lainnya. Tetapi dengan tsyarsur bestandel delict
(Delik Inti) terpenuhi.

Disini hukum pidana tidak menentukan lain menggmansip kehati-
hatian sehingga dapat digunakan makna dari peageqrinsip kehati-hatian
tersebut dari dalam penjelasan Pasal 8 Undang-dnNamor 7 Tahun 1992 jo
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dengan peneragm@an melawan
hukum dalam fungsi positif.

Dilihat dari sifat korupsi dalam undang-undang kmsiudi indonesia
adalahambtsdelicteryaitu : sejumlah tindak pidana tertentu, yang hanya dapat
dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifatagab pegawai negeri.
Tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negerdépat disebut tindak pidana
jabatan, maka tindak pidana tersebut harus dilakuteh pegawai negeri yang
bersangkutan dalam menjalankan tugas jabatan mene#ising-masing®*
Pandangan dari Lamintang ini sesuai dengan Pakkldang-Undang Nomor 3
Tahun 1971 yang mnyebutkaRegawai negeri yang dimaksud oleh Undang-

154 Lamintang, (b)Op Cit,hal 1
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undang ini, meliputi juga orang-orang yang menerirgaji atau upah dari
keuangan negara atau daerah atau yang menerima aaj upah dari suatu
badan/badan hukum yang menerima bantuan dari kearanggara atau daerah,
atau badan hukum lain yang mempergunakan modal #alonggaran-
kelonggaran dari negara atau masyarakat.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1998nam
mengenai subyek pegawai negeri yang diperluas sarkkn Pasal 2 merupakan
sifat yang sama dengan Undang-Undang Nomor 3 TaBdfh yang berupa sifat
ambtsdelictenkarena tindak pidana yang dilakukan hanya mungiizkakan
oleh mereka yang mempunyai kualifikasi tertentuuatikenal dengan delik
propia yang menurut Utrecht suatu delik yang hanya dedpakukan oleh orang
yang mempunyai kedudukan (kwalifikasi) tertentu esgppegawai, anggota
angkatan perang, dan sebagainya, dimana menurangddndang 3 Tahun 1971
telah mengalami perluasan makna begitupun dalanmatprtndang Nomor 31
Tahun 1999, dengan demikian sifanbtsdelictendalam subyek tindak pidana
korupsi pun menjadi luas berdasarkan kualifikasigypanya dapat dilakukan oleh
orang tertentu dalam hal ini subyek hukum yanghilifen dalam Pasal 1 ayat
(2) huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, thpgnh dalam Pasal 2
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, pejabat BUMN nmeredelik kualitas

yang diperluas maknanya oleh undang-undang korupsi.
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BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Bagaiman Jaksa Penuntut Umum menerapkan Unsur igarugegara
dalam tindak pidana korupsi di BUMN?
Penerapan unsur kerugian negara untuk pelaku tipakoa korupsi di
BUMN, harus terlebih memiliki kejelasan mengenaiukgan negara yang
meliputi kekayaan negara yang dapat dinilai dengang. Pengertian
mengenai kekayaan negara yang telah dipisahkan ydeny tidak
dipisahkan, untuk pengertian yang berbeda dis@epturan ini penuntut
umum dapat menerapkasas de autonomie van het materiele strafrecht
apakah pengertian mengenai kekayaan negara merggunadang-
undang keuangan negara atau undang-undang badaa mmslik negara
namun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-néiiomor 31
Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20Ghteiemberikan
pengertian tentang keuangan negara yang dimaks$ukgge tidak perlu
lagi mengambil pengertian lain selain dari undandang pemberantasan
tindak pidana korupsi.
Tetapi penerapan asas ini tidak dapat berdiri seradias ini harus
didukung dengan asagstematishe specialitatauJuridische Specialiteit
yaitu: kekhususan secara sistematis atau kekhusesana yuridis hal ini
penting apakah pelaku dkenakan ketentuan pidang&oatau ketentuan
pidana lain yang diatur oleh undang-undang laijukeya ésas de
autonomie van het materiele strafreat@n systematishe specialitedttau
Juridische Specialiteit harus bersamaan digunakan untuk menjaga

kepastian hukum khususnya hukum pidana.
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2. Bagaimana pembuktian unsur kerugian tindak pidamnagsi di BUMN?
Dengan melakukan penerapasas de autonomie van het materiele strafrecht
dansystematishe specialiteatauJuridische Specialiteinaka unsur kerugian
negara penerapan pembuktiannya akan dapat dikmgath dengan perpektif
hukum perdata, perspektif hukum administrasi, aergpektif hukum pidana.
Karena dengan asas ini telah dapat dengan tegagntuokan bahwa
perbuatannya adalah melanggar ketentuan hukumaklaususnya korupsi,
sehingga Pengertian kerugian negara berdasarkapeb&if hukum pidana
adalah suatu perbuatan yang menyimpang terhadaggyesan dan
pengelolaan keuangan negara sehingga dapat dikasililan sebagai
perbuatan merugikan negara atau dapat merugikaaranespbagai tindak
pidana korupsi, dengan pemenuhan unsur-unsur pertgiu perbuatan
tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, b&kndaengertian formil
maupun materil atau penyalahgunaan wewenang, kesamm@tau sarana
yang ada padanya, dan kedua, para pihak yang agerkaya dan
diuntungkan, baik sipelaku sendiri, orang lain akawporasi (Pasal 2 dan
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undlardang 20 Tahun
2001).

5.2. Saran

1. Penerapan asas ini perlu agar tidak eksesif dalanentukan peraturan mana
yang akan diterapkan, karena pelaku dapat dikendkék-delik kualifkasi
yang yang sanksinya jauh lebih berat. Tujuannydahdaenjaga kepastian
dalam penerapan peraturan yang akan digunakanggehiasas-asas dalam
ilmu hukum harusnya diterapkan dalam aplikasi hukiunsendiri, asas-asas
itu penting untuk menjaga kepastian hukum terutdmkum acara, yang
dalam penerapannya harus mengingat juga ketentaanasas-asas hukum
materiil yang sama sekali tidak boleh dikesampingleaiutama apabila dalam

perkataan yang sama tetapi berbeda pengertianngaaahukum perdata,
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hukum administrasi, dan hukum pidana, manakah gdag digunakan.Asas
De autonomie van het materiel strafrecht dan syatisime
specialiteit/Juridische specialiteilmerupakan asas yang menjaga suatu
kepastian dalam menerapkan peraturan mana yang diganakan dalam
aplikasi hukum khususnya hukum acara.

. Harus ada kebijakan politik hukum pidana yang dikaa oleh pemerintah,
dilihat saling tumpang tindihnya antara peraturangysatu dengan lainnya.
perbuatan yang sudah diatur didalam satu peratdaandiberikan sanksi,
diatur kembali dalam peraturan yang memiliki dérgiang sama dan sifat
kekhususannya pun sama juga memuat kata atau yamyisama, maka perlu
hukum pidana diberikan otonomi dalam menentukatuspengertian tersebut
bukan hanya melalui asas ini tetapi juga kebijakarkum dari yang

berwenang dalam hal ini pemerintah.
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MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDOMESLA Jakarla, 16 Agusius 2000
Momor 1 WIRMAMN wdf 20V EILZ006 Kepada l‘lf'ih.
Lampiran ;- MEMTER] KEUAMNGARN R
Peribad @ Permohonan fatwa hukum i
) JAKARTA

Menunjuk. sural Meateri Keuangan R Nomor 5-324/MIC01/2006

tangpal 26 Juli 2006 perihal terscbit di atas, dan sclelah Mahkamah Apung

mempelajarinys dengan dapat disampaikan hal-hal scbagai beriloat:

. Bahwa Pasal 1 angka | Undang-Undanp Momor |9 Tabun 2003 tenlang  Badan

Usaha Milik Megara berbunyi:

“adar Lyaha Milik Negara, yang selanfuinpa dischat BUMN, adulal badan
el yeng seluruh atuu sebagian besar modalnya dimitiki oleh negara welolul
poayertagn segcara langsung  yorg borasel darl  kebayoan  negarc  poug
dipiseahkan’. 4

Pasal 4 ayal (1) undang-undang yang sama mcnyatakan bahwa “Modal BN
werupoakan dan beraral dart kekayaan negara yang dipisatikan”.

Dalarn penjelasan Pasal 4 ayat (1) tersebut dikataken bahwa "Yang ditnaksud
_u':;ngan diplsahkar odalafl  pentisahan kekayaan acgora  dorl Angparan
Peaduapaian dan Belanja Negare wntuk difadikan penyertaan modal negara pada
HUMN stk selanjucnye pembinagar den pengelofamnyg tduk lagi didegorkan
pedd sistem dnggeren Pendapatan dan Belanio Negare, soanten pembinagor dan

pengelolaannya didastrkan pada prinsip-pringp papusafiven yong sela)

Babwa dalam pasal-pasal tcrsebut df alas, yang merupakan undanp-undang khusus
tentang BUMN, jelas dikatakan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara
yang tclah dipisahkan dari APBN dan sclanjutnya pembinean dan pengelolaanoya
lidak didasarkan pada sistem APBN melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip

porusahaan yang schat;
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Babwa Pasal | angka & Undang-Undang Momor | Tehun 2004 tentang

[}
Pedbendaharaan Megars menyebutkan;

" "Piutang Negore adoloh Jumlah wang yang wajib dibayar kepada Pemerintah

Pusar danfatau hak Pomcrintah Pusat yang dagal dinilai dengan weng sebapai
akiber  perfanjion ataw' akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-
wnclangan yeng berlaky aten akibal lainnya pang sah®;
Bahwa olel karenu it piutang BUMN bukanlah piutang Negara;
Babwa meskipun Pasal 8 Undang-Undang Nomer 49 Prp. Talan 1960 tentang
Panitia Urusan Plutang Mepara menyatakan bahwa "plutang Negara ataw hulang
kepada Negoro adaleh jumloh uong yang wajib dibayar kepoada Negorn ofau
badan-badan yang — baik secara langsung atau tidak langsung dikvosal oleh
Negara berdasarkan suate peraturan, perjanfion ateu sebab apapun” dan dalam

- penjelasannya dikatakan bahwa pivtang Negara meliputi pula piutsng "Eadan-

badun yang umwmnya kekoyaan dan modalnya sebagian atay selurubnya milik
Negara, misalnya Bank-bank Negara, P-T-P.T Negara, Perusahaan-Perusaian
Megors, Yayoson Perbekalan dan Persediaan, Yayasan Uresan Bohan Makanan
dan sebagainya”, sera Pasal 12 ayot (1) undang-undang yang sama mewajibkan
instansi-instansi Pemesintah dan Dadan-badan Negara sehagaimans dimaksud
dalam Pasal 8 untuk menyerahkan pivtang-piutang yang admnya dan besamya telab
pasti menurut hukum akan lelapi penangpung hotangnya tidek maw molunasi
schagaimana mestinys kepada Panitia Urusan Piutang Negafs, namun ketentuan

demtang plutang BUMN dnlam Undanp-Unding Nomor 49 . Tabun 1960

terscbut tidak lagt mengikat secara hukum denpan adanya Undang-Undang Namor
19 Tahyn 2003 tentong Badan Usaha Milik Nepaen yang merwpakan undong-
undang kiwsus (fex specialis) da lebih bary dari Usdang-Undang Nomor 49 Prp.
Tahun 1960; '

. Bahwa begitu pula balnya denpan Pasal 2 horuf & Undang-Undong Nomer 17

Tahun 2003 yang berbunyi:

Kevangan Mepgara sebapaimana dimabsed dalam Pasal | angka 1 meliputi:

"B kekayoan megara’kekavaen doerah yang dikelola yendiei atau olel plhak lain
berupa vang, swrat bechargo, piutang, barang, serta hak-bak lain yong dapat
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dinilai dengan vang, fermasuk kekayaan yang dipisalikan pada perusalidan
negaraspernsalaan doeralt”,
yang denpan adanya Undsng-Undang Nomor §9 tahun 2003 tentang BUMN muka
ketentuan dalam Posal 2 hurul g khusus menpenai “kekayaan yang diplsahban
pady perwsaioan negara/pervsahaan daeral™ jugn tidak mempunyai !-:Jr.:'k;luim:

mengikal sccarn hukum;

4. Dahwa berdasarkan pertimbanpan di atas, dapat dilakukan perubahan seperiunya
atas Permturan Pemerintah Momor 14 Tahun 2005 tegtang Taka Cara Penphapusan
Pivtang Megara/Doerah, : : e

Demikian untul menjadi maklum,

J"L.u EETUA MAHEAM AR AGUNG RI
eV lb.-ll.ua Didang Yudisiz)

o ._,=i ANNA SUTADI, SH
Tembusan Kepada Yih; ' F
. Presiden Republik Indonesia :

2. Wakil Presiden Republit [ndonesia

1. Ketua Mahkansh Apguang IU

4. Menter Foordinator Bidang Perckonomian

5. Menteri Sckrelaris Mepara

6. Menteri Hukuwn don Hak Asas Manusia

7. Sekhretanis Kabinel

8. Sekectaris Jenderal Departenien Feuangan

9. Dirckiur Jl;r.:dl:r:sl Mutang dan Lelang Megaea, Departemen Keoangan
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P UsSAT INFORMARSE T KOMPAZE
Palmerah Selatan 28 - 28 Jakarts, 10270

Telp. 5347710, 5347720, L347730, 5302200

Fax. 5347743

KOoMPAS Sabtu, 20-0%-2008. Halamam: 2

Korupsi
FATWA MR TAK BERHUSUNGAN DEWNGAN KASUS

Jakarta, HKompas

Fatwa Mahkamah Agung mengenai pemisahan asel negara dengan aselb
perusahaan milik negara tidak akan mengganggu penanganan perkara
tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan badan usaha milik negara
yvang ditangani Kejaksaan Rgung. Pasalnya, tindak pidana kornpsi tetap
mengacu pada Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1829 tenbang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi vang sudah diperbarui menjadi Undang-Undang
Momor 20 Tahun 20071.

Demikian ditegaskan Jaksza Agung Muda Tindak Pidana Khusus
Hendarman Supandji di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumakt kemarin. Ia
menegaskan, Kejaksaan Agung tidak mengabaikan fatwa Mahkamah Agung
(MA) tefaebut. "Tuntutan jaksa saja yang berbeda, tapi unsur (tindak
pidana korwpsi) tidak berubah," kata Hendarmam.

Fatwa MA, lanjutnya, tidak ada hubungannya dengan Xasus yang
ditangani kejaksaan. Fatwa hanya berpengarub pada unsuz-unsur ke mana
uang itu dikembalikan nantinya. Sementara unsur-unsur Cindak pidana
gudah diatur dalam U,

Hendarman menegaskan, sejauh pengucuran kredib menyimpang dari
aturan pengucuran kredit yang gemestinya dan lerjadi kerugian negara,

maka dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. "MNanti kalau terjadi
tindak pidana korupsi, kerugian negara kita lihat dari fatwa MA itu.
Siapa yang dirugikan di sini, Menteri Keuangan atau BUMN itu," kata
Hendarman.

Permintaan pemerintah

Hari Rabu (27/9) lalu, seusai rapat konsultasi dengan FKomisi I1I
DPE di MA, menjawab pertanyaan wartawan mengenai fatwa tersebut,
Ketua MA Bagir Manan menegaskan, fatwa tersebut dikeluarkan MA atas
permintaan pemerintah. Dengan demikian, fatwa tersebut bherlaku untuk
pemerintah, terserah pemerintah untuk menggqunakannya atau tidalk.

Bagir Manan mengatakan, fatwa tersebut berkaitan dengan
penyertaan modal pemerintah dalam sebuah persercan terbatas vang
bernama BUMNH. Dengan demikian, aturan PT yang berlaku, termasuk uang
pemerintah yvang masuk ke perusahaan itu, dikatakan sebagal penyertaan

Penerapan asas ..., Erwin Matondang, FH Ul, 2011



rmi?:r Swalayan 1

22 Jie10s1]see7s,

modal pemerintah. Dengan demikian, yang digunakan adalah rezim huloum
keperdataan sehingga tidak dapat dicampurkan dengan hukum kepidanaan.

"Kalau crang bicara tentang undang-undang korupsi, bicara pada
baris vang lain. Jangan bicara ini, jangan dicampuradukkan," kata
Bagir Manan kepada pers. {ana/idr)
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